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Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mendeskripsikan implementasi 
program inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa 
Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes,  
b) Untuk menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam implementasi program 
inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
Implementasi program inovasi desa tahun 2018 menggunakan acuan dari 
ketentuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Umum Program Inovasi Desa. Pokok-pokok penelitian ini adalah kesesuaian 
program inovasi desa dengan potensi, tujuan program inovasi desa, koordinasi 
program inovasi desa dan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan. 
 Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe 
penelitian yang akan mendeskripsikan implementasi program inovasi desa tahun 
dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi program inovasi 
desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berada pada kategori kurang baik 
dengan total skor 4741 yang didapatkan dari perhitungan rumus rentang skala.  
Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah produk olahan ikan 
bandeng pemasarannya masih rendah dan pelaku ekonomi yang bermata 
pencaharian sebagai petani tambak belum dilibatkan dalam kegiatan ini sehingga 
belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala yang kedua adalah 
Wisata Mangrove Alas Jaran merupakan rintisan awal, jadi masih kurangnya 
sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas, belum dikelola dengan baik pula karena 
masih kurangnya anggaran dana yang tersedia. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 
Pemerintah Desa untuk mengefektifkan kegiatan yang bersifat inovatif dan untuk 
meningkatkan penjualan produk olahan ikan bandeng, hendaknya dipromosikan 
melalui media sosial dan eccomerce. Saran selanjutnya perlu adanya peningkatan 
peran dari Pemerintah Desa Grinting untuk membantu mempromosikan Wisata 
Mangrove Alas Jaran agar lebih dikenal dan banyak yang mengunjungi sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Desa Grinting. 







Umamah, Ani Zaematul. 2019. "Implementation of the Village Innovation 
Program in 2018 in Improving Village Development in Grinting 
Village, Bulakamba Sub-District, Brebes Regency". Essay. Faculty 
of Social Science and Political Science. Pancasakti University Tegal. 
  Advisor I: Drs. H. Sana Prabowo, M.Sc. 
  Advisor II: Agus Setio Widodo, S.IP, M.Sc. 
 
The objectives of this study are: a) To describe the implementation of the 
village innovation program in 2018 in increasing village development in Grinting 
Village, Bulakamba Sub-District, Brebes Regency, 
b) To analyze the constraints and solutions in the implementation of the village 
innovation program in 2018 in increasing village development in Grinting 
Village, Bulakamba District, Brebes Regency. 
Implementation of the village innovation program in 2018 uses a reference 
to the provisions of the Decree of the Village Minister, Development of 
Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 
48 of 2018 concerning the General Guidelines for Village Innovation Programs. 
The main points of this study are the suitability of village innovation programs 
with potential, village innovation program objectives, coordination of village 
innovation programs and monitoring, evaluation and reporting. 
This type of research uses qualitative descriptive research, which is the type 
of research that will describe the implementation of the village innovation 
program year in increasing village development in Grinting Village, Bulakamba 
District, Brebes Regency. 
The results of this study illustrate that the implementation of the village 
innovation program in 2018 in improving village development in Grinting 
Village, Bulakamba District, Brebes Regency was in the unfavorable category 
with a total score of 4741 obtained from the calculation of the scale range 
formula. 
The obstacle found in this study is that the marketing of processed milkfish 
products is still low and economic actors who earn a living as pond farmers have 
not been involved in this activity so that they have not improved community 
welfare. The second obstacle is that Alas Jaran Mangrove Tourism is the initial 
pilot, so there is still a lack of infrastructure and facilities, it has not been well 
managed because of the lack of available budget funds. 
Based on the research that has been done, the author advises the Village 
Government to streamline innovative activities and to increase sales of processed 
milkfish products, it should be promoted through social media and eccomerce. 
The next suggestion is to increase the role of the Government of Grinting Village 
to help promote Alas Jaran Mangrove Tourism so that it is better known and 
many visit it so that it can increase income for the people of Grinting Village. 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
UU Desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 
Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan 
desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur berdasarkan aturan 
hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang lebih 
tinggi daripada Peraturan Desa. 
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan 
kewenangan kepada desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal skala desa.  
Hal ini sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi desa untuk 
memberdayakan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat  desa dengan  mendayagunakan potensi 






Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa 
merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan 
desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi 
miliknya sehingga desa berfungsi sebagai komponen pelaksana pembangunan 
yang penting. 
Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap 
pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya 
program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. 
Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir 
pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan 
pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan 
tempat sebagian besar  penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, 
desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung 
berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk 
setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 78 
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan  desa  sebagaimana  





kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial. 
Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa 
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal itu berarti dana desa akan digunakan 
untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa. 
Untuk mengoptimalkan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk 
menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Setelah empat tahun implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang desa, isu pembangunan mulai bergeser kepada pembangunan 
desa yang berkualitas. Isu itu sejalan dengan semangat Undang-Undang desa 
yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta 
pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing.  
Salah satu amanah dari keberadaan Undang- Undang Nomor 6 tentang 
desa ialah adanya fasilitas untuk menciptakan desa-desa di Indonesia yang 
demokratis, mandiri, dan sejahtera. Salah satunya diwujudkan Kementerian 
Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program 
inovasi desa. 
Untuk mendorong optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa melalui dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). 





Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi 
Desa. 
Program ini lahir karena kapasitas desa dalam menyelenggarakan 
pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun” disadari masih memiliki 
keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa 
dan masyarakat, kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung yang 
diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan desa. 
Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang 
memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan desa, khususnya 
melalui transfer dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diharapkan 
meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. 
Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, 
menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa 
(PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat 
Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa 
melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan 





pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan 
efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ,Desa (P3MD). 
Program inovasi desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dengan dukungan 
pendanaan dan perancangan program bersama dengan Bank Dunia, melalui 
restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan 
Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. 
Program inovasi desa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas 
desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa 
secara berkualitas. Program inovasi desa dirancang untuk mendorong dan 
memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi 
pencapaian target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, 
dan program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu 
pada: 
a. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah 
pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik 
Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa 
(Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna 





b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara 
produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi 
dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang 
melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas 
perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi 
peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan 
hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu 
pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk 
merangsang kepekaan desa terhadap permasalahan krusial terkait 
pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan 
desa; dan 
c. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang 
secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, 
dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat 
perdesaan. 
Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi/kebaruan 
dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik 
dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 
yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan 
b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua 
unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan 
kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran 





demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa-desa terhadap 
layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik 
pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat 
dan seefektif mungkin.  
  Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sudah 
mengimplementasikan program inovasi desa, yang dapat dijelaskan dalam tabel 
dibawah ini : 
Tabel 1.1 Program Inovasi Desa di Desa Grinting  
No Program Inovasi Desa Uraian Anggaran dana 
1. PROGRAM KEGIATAN 
PENGOLAHAN 
ANEKA IKAN 
BANDENG “ SEA MINA 
DESA GRINTING” 
 
      Desa Grinting yang 
merupakan sentra penghasil 
ikan terbesar se kabupaten 
Brebes, ketua tim penggerak 
PKK Desa Grinting 
berkeinginan untuk mengolah 
sumber daya alam yang 
melimpah di Desanya itu agar 
mempunyai nilai ekonomi yang 
lebih tinggi.  
      Oleh karena itu pada tahun 
2015 ia berinisiatif untuk 
mengikut sertakan anggota 
PKK dibawah binaannya untuk 
mengikuti pelatihan pengolahan 
ikan bandeng bersama UMKM 
di bawah binaan Dinas 
Perikanan dan dinas 
perindustrian Kabupaten 
Brebes, gayungpun bersambut, 
dinas perikanan mengijinkan 
dua orang anggota PKK desa 
Grinting untuk ikut serta 









Dengan modal sebesar 6 
juta rupiah yang merupakan 
dana pribadi ketua penggerak 
PKK desa Grinting maka 
mulailah pengembangan 
kreatifitas aneka olahan dari 
ikan bandeng dilakukan. 
Adapun hasil produksi olahan 
ikan bandeng yang berhasil 
dikembangkan antara lain : 
1. Bandeng isi original 
2. Bandeng isi telor 
3. Nugget Bandeng 
4. Stiek Bandeng 
5. Abon Bandeng 
6. Krupuk tulang Bandeng 
7. Brownies Bandeng 
 
Pemerintah Desa Grinting 
mendukung kegiatan usaha 
pengolahan ikan bandeng ini, 
dan pada tahun 2018 ini pemdes 
Grinting membantu dengan 
memberikan bantuan modal 
sebesar 6 juta rupiah untuk 
pengembangan usaha aneka  











Berawal dari pemikiran 
bersama Pemerintah Desa, 
BPD, LPM, Karang Taruna dan 
kelompok Pemuda Paguyuban 
untuk mengembangkan potensi 
alam yang ada di desa Grinting 
maka di bentuk lah 
KELOMPOK SADAR 
WISATA (POKDARWIS) 
yang diberi nama “GARUDA 















dusun surnya indah yang berada 
di area tambak utara desa 
Grinting terbentuk Pokdarwis 
tersebut dengan di motori oleh 
Karang Taruna “Garuda Jaya” 
yang bertugas mengembangkan 
potensi alam yang ada di area 
tambak mangrove di pesisir 
pantai utara desa Grinting. 
 










     Pelayanan kesamsatan pajak 
kendaraan bermotor, ataupun 
balik nama kendaraan yang di 
laksanakan di desa Grinting 
Kec. Bulakamba Kab. Brebes 
berawal ketika masyarakat 
mengeluh kesulitan dalam 
membayar pajak kendaraan 
bermotor di wilayah Samsat 
Tanjung, dari persyaratan 
sampai dengan antrian pada saat 
membayar di loket samsat 
tanjung, akhirnya Pemerintah 
Desa di putuskan agar Bumdes 
“Moncer” Desa Grinting 
Mengambil alih dengan 
membentuk Unit Usaha 
Kesamsatan yang bertugas 
untuk memberikan pelayanan 
Kesamsatan kepada masyarakat 
khususnya desa Grinting.  
Setelah di putuskan Bumdes 
sebagai pelaksana maka 
manager Bumdes Moncer 
Grinting segera melaksanakan 
Koordinasi awal dengan pihak 
UP2D (SAMSAT BREBES) 
agar Bumdes moncer Grinting 
diberikan fasilitas untuk 
kerjasama dalam bidang 
Pembangunan 
Gedung Bumdes  





pelayanan Pajak Kendaraan di 
Desa Grinting. Dari Koordinasi 
dengan pihak UP2D Samsat 
Brebes akhirnya di setujui 
kerjasama dengan pihak Samsat 
Tanjung. 
Dari kerja sama dengan pihak 
Samsat Brebes dan tanjung 
akhirnya pelayanan Kesamsatan 
Pembayaran Pajak Kendaraan 
dapat dirasakan manfaatnya 




   Sumber :Tim Pelaksana Inovasi Desa 
Menurut Kementrian Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo 
https://www.antaranews.com/berita/761632/mendes-program-inovasi-desa 
bantu-turunkan-kemiskinan) Infrastruktur sudah cukup, jadi untuk saat ini 
mengarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini menguatkan 
kapasitas sumber daya manusianya dan untuk pemberdayaan ekonomi Desa. 
Seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa agar masyarakat 
Desa mempunyai ide-ide dalam memberdayakan ekonomi dan memberdayakan 
masyarakatnya dengan menggunakan dana desa.  
Dana desa bantuan dari Pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan desa tersebut sebagai ujung 
tombak pembangunan, oleh karena itu dana tersebut diprioritaskan untuk 
pembangunan infrastruktur dalam membuka akses perekonomian masyarakat. 





terutama dalam perkembangan ekonomi. Realiasi penggunaan dana desa di 
Desa Grinting dapat dijelaskan dibawah ini: 
Tabel 1.2 Realisasi penggunaan dana desa di Desa Grinting Kecamatan   
Bulakamba Kabupaten Brebes Tahun 2018 









Sarana fisik (pembangunan 






Pembangunan tugu batas Desa Rp.30.000.000 Rp.30.000.000 
Pembangunan drainase RW 
01,05 dukuh Sidamulya & 
RW 03 
Rp.245.324.000 Rp.241.830.000 
Pembangunan BUMdes Rp.68.252.700 Rp.65.255.700 
Pembangunan Gedung sarana 
olahraga & Seni 
Rp.650.000.000 Rp.636.938.000 





Pemberdayaan Ekonomi Rp.10.000.000 - 






Berdasarkan tabel diatas, faktanya yang ada di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu anggaran dana yang diperoleh 
dari dana desa untuk program inovasi desa belum terealisasi dengan baik , 
khusunya untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 
ekonomi karena fokus pembangunan desa masih infrastruktur.   
Sedangkan fakta lain yang diperoleh dari berita online  
(https://dinsosnakertransbrebes.wordpress.com/2017/10/17/brebes-info 
program-inovasi-desa) menyebutkan bahwa kondisi riil hampir 70% lebih 
pembangunan di desa menitikberatkan ke infrastruktur,seharusnya kedepan 
memprioritaskan aspek pemberdayaan masyarakat.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian 
sebagai berikut : “ Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 dalam 
Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes ” 
I.2 Rumusan Masalah 
Masalah hakikatnya berangkat dari sebuah penyimpangan apa yang 
seharusnya dilaksanakan dengan apa yang terjadi. Stonner (1982:257) 
mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila 
terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang 
direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi.  
Menurut Winarno Surahman (1985:35) “masalah adalah setiap kesulitan 
yang menggerakan manusia untuk memecahkannya, masalah baru dapat 





mengatasinya) apabila kita akan berjalan terus”. Sedangkan rumusan masalah 
adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus 
dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2016:206) 
Berdasarkan temuan peneliti yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian 
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimanakah implementasi program inovasi desa tahun 2018  dalam 
meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes ?  
2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam implementasi program inovasi desa 
tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ? 
 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mendeskripsikan implementasi program inovasi desa tahun 
2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
b. Untuk menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam implementasi 
program inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan 







2. Manfaat  
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan 
topik dalam penelitian ini. Selain itu, juga diharapkan dapat 
menambah khasanah ilmu pemerintahan dalam bidang 
implementasi kebijakan publik.   
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti : sebagai sarana mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan dan wawasan berpikir penulis, untuk menerapkan 
ilmu. 
b. Bagi Pemerintah : memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran dalam mengambil suatu kebijakan dalam program 
inovasi Desa. 
c. Bagi Universitas : penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 
referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan. 
d. Bagi Masyarakat : penelitian ini dapat digunakan sebagai 






BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Kerangka Teori 
Teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat 
digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai 
organisasi (Sugiyono, 2003:55). 
Definisi berikutnya dikemukakan oleh Marx dan Goodson (197:235) 
(dikutip dalam Moleong, 2004:57) yang menyatakan bahwa teori ialah aturan 
menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah 
dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat 
diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau 
struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) 
hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris 
apa pun secara langsung. 
Selanjutnya Sitirahayu Haditono (dalam Sugiyono, 2016:53) 
menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia 
lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang 
ada. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, teori secara umum  
ditarik kesimpulan bahwa suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi 







1. Implementasi Kebijakan Publik 
a. Konsep Implementasi 
Menurut Kamus Webster (dikutip dalam Wahab, 2002:64) 
Implementasi dapat dirumuskan bahwa to provide the means for 
carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.); to 
give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap 
sesuatu). 
Van Meter dan Van Horn 1975 (Wahab, 2002:65) merumuskan 
“proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik 
oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 
Selanjutnya Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1979 
(Wahab, 2002:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan 
menyatakan ”bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakakan berlaku atau dirumuskan merupakan 
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian 
dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan negara, yang mencangkup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 
Berdasarkan pandangan yang diutarakan oeh kedua ahi tersebut 





kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangut perilaku 
badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 
mlaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok 
sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan 
politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada 
akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan 
(intended) maupun yang tidak diharapkan  (Spillover/negative 
effects). 
Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa 
“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit) , atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”. 
Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 
mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program  dan 
hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 
Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) 
oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk 
membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, 
implementasi mencakup banyak banyak macam kegiatan. Pertama, 
badan-badan pelaksana yang ditugasi undang-undang dengan 
tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-





ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan 
diatas semuanya uang. Kedua, bahan-bahan pelaksana 
mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan 
konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. 
Ketiga,badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-
kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas 
untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana 
memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau 
kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau 
pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun 
lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata 
dari suatu program. 
Sementara itu, Grindle (Winarno, 2014:149) juga memberikan 
pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan secara 
umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (inkage) 
yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 
dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 
Selanjutnya, Solichin Abdul Wahab (2002:102) 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
implementasi. Proses ditinjau dari tahapan-tahapannya : 






b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan 
tersebut. 
c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana. 
d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut. 
e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa 
perbaikan-perbaikan mendasar (atau upaya untuk melaksanakan 
perbaikan) dalam muatan//isinya. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan 
implementasi dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah 
sebuah kebijakan yang dilaksanakan setelah dikeluarkan undang-
undang ditetapkan yang dilaksanakan dengan baik oleh 
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan. 
 
b. Kebijakan Publik 
Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun 
pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. (public 
policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep 
tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencangkup sesuatu 
yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh 





Selanjutnya Thomas Dye mengartikan bahwa definisi kebijakan 
publik mengandung makna (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh 
badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik 
menyangkut piihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah. 
Kebijakan publik (public polices) merupakan rangkaian pilihan 
yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan 
untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, 
diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, 
dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. 
(Dunn, 2000:109) 
Lalu, Robert Eyestone  mendefinisikan kebijakan publik 
(Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan 
publik sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan 
lingkungannya”.  
Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Soebarsono, 2005:3) 
berpendapat bahwa “kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-
nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam 
masyarakat”.(dikutip Dye, 1981) 
Pengertian lain dikemukakan oleh Richard Rose (dalam 
Winarno, 2014: 20) yang menyarankan bahwa Kebijakan hendaknya 





berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 
bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. 
Michael Howlet dan M. Ramesh (Soebarsono, 2005:13) 
menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan 
sebagai berikut: 
a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar 
suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 
pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. 
c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika 
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 
melakukan suatu tindakan. 
d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses 
untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 
e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk 
memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:158) ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi 
kebijakan-kebijakan publik, yakni : pertama, kemungkinan 
implementasi yang efektif akan bergantung pada tipe kebijakan yang 
dipertimbangkan. Kedua, Faktor-faktor tertentu yang mendorong 
realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari 





Solichin Abdul Wahab (2002:112) menyebutkan bahwa sesudah 
identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut 
biaya dan efektivitasnya paling memenuhi syarat, maka tahap 
implementasi itu akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai 
berikut : 
a. Merancang bangun (mendisain) program beserta perincian tugas 
dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, 
biaya dan waktu; 
b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur 
dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosesdur-prosedur dan 
metode-metode yang tepat; 
c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana 
pengawasan yang tepat dan benar dapat dilaksanakan. 
 
c. Implementasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam 
proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 
diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, 
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan 
undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai 
makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, 





dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program. (Winarno, 2014:147) 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan 
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 
bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat 
atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2003:158) 
Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:149) 
membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah maupun 
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah 
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam 
kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha 
untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan 
oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini 
adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai 
sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi 
oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi 
terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan 





Kesimpulan dari implementasi kebijakan secara umum adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijakan. 
 
2. Model-Model Implementasi 
 Pada prinspinya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model 
implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi 
kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang 
berpola “dari atas ke bawah” (top-botommer) versus dari “bawah ke atas” 
(bottom-topper), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa 
(command-and-control) dan mekanisme pasar (economic incentive) 
(dikutip Riant Nugroho, 2004:165). 
 Untuk pemilihan model implementasi secara umum menggunakan 
model top down dan bottom up. Model “top-down” mudahnya berupa pola 
yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, sedangkan “bottom-up” 
bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya 
oleh rakyat (dikutip Riant Nugroho, 2004 :167) . 
 Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall  
B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut 
(Soebarsono, 2005:89) 
Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukan oleh 





dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai 
variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun 
variabel organisasional, dan masing- masing variabel pengaruh 
tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.  
 
Model-model implementasi kebijakan dapat dipetakan sebagai berikut : 
a. Model George C. Edwards III (1980) 
Edwards berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar 
implementasi kebijakan seperti prakondisi apa yang diperlukan 
dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan hambatan 
utama apa sehingga implementasi mengalami kegagalan. Edwards 
membicarakan empat faktor atau fariabel krusial dalam 
implementasi kebijakan publik (Winarno, 2014: 177). Faktor-faktor 
atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, 
disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling 
bersinergi serta berhubungan dalam mencapai keberhasilan dalam 
implementasi kebijakan. 
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George 
Edwards III adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi 
apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan 
mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan 
dapat berjalan apabila komunikasi berjalan baik. Terdapat beberapa 
indikator yang dapat dipakai dan digunakan dalam mengukur 
keberhasilan variabel komunikasi seperti yang terdapat dalam buku 





1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang 
terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian 
(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah 
melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan 
terdistorsi ditengah jalan. 
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 
(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan 
(tidak ambigu/mendua). Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu 
menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana 
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi 
pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan 
yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi haruslah konsisten dan  jelas (untuk diterapkan atau 
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. 
Variabel kedua menurut Edwards III yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan suatu kebiajakan adalah sumberdaya karena hal ini 
penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber 
sumberdaya terdiri dari beberapa elemen seperti yang dijelaskan oleh 





1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 
satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, 
memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah 
staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula 
kecukupan staf dan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 
(kompetendan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 
melaksanakan kebijakan. 
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat 
mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi 
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan 
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus 
mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. 
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 
ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan 
para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 





4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berhasil. 
Sedangkan variabel ketiga menurut Edwards III yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu prodak kebijakan seperti program 
yang dikeluarkan adalah disposisi. Menurutnya, disposisi atau sikap 
dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam 
pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal 
penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George 
C. Edwards III dalam Agustino (2008:152-153) adalah: 
1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 
pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. 
2. Insentif, Edwards menyatakan bahwa salah satu teknik yang 
disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana 





orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah 
keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor 
pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 
perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 
kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 
Variabel keempat, menurut Edwards III yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang 
diambil adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut 
adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak 
kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 
menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan 
menghambat jalannya kebijakan. 
Menurut Edwards dalam Agustino (2008: 153) terdapat dua 
karakteristik  yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ 
organisasi kearah yang lebih baik, yaitu: 
1. Standar Operating Prosedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin 
yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ 
administratur/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya 
pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar 





2. Fragmentasi, pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran 
tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai 
diantara beberapa unit kerja. 
 
b. Model Merilee S. Grindle (1980) 
Model yang berpendekatan top-down dikemukakan oleh Merilee 
S. Grindle (1980) pendekatannya tersebut dikenal dengan 
Implementation as A Political and Administrative process. Menurut 
Grindle (Agustino, 2008:154) ada dua variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan publik, dimana pengukuran keberhasilan 
implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni: 
1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ditentukan (design) dengan 
yang merujuk pada aksi kebijakannya. 
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan 
melihat dua faktor, yaitu : 
a) Impac atau efeknya pada masyarakat secara individu dan   
kelompok. 
b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok 
sasaran dan perubahan terjadi. 
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle 





kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of 
Policy (1980:5) 
1. Content of Policy menurut Grindle adalah : 
a) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang 
mempengaruhi) 
 Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan 
yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator 
ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya 
pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana 
kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 
implementasinya. 
b) Type of Benefits (tipe manfaat) 
 Pada poin ini content of policy berupaya untuk 
menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan 
harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan 
dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian 
kebijakan yang hendak dilaksanakan. 
c) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin 
dicapai ) 
 Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin 
dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa 
seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai 





d) Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)  
 Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada 
bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan 
keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.. 
e) Program Implementor (pelaksana program) 
 Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 
didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten 
dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. 
f) Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 
 Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 
sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaan 
berjalan dengan baik. 
2. Context Policy menurut Grinde : 
a) Power Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 
kepentingan-kepentingan dan strategi dan aktor yang terlibat) 
 Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan 
atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh 
para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya 
pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 
b) Institution and Regime Characterictic (karakteristik lembaga 





 Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan 
juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian 
ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan 
turut mempengaruhi suatu kebijakan. 
c) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 
respon dari pelaksana) 
 Dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan 
respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 
 
3. Konsep Pembangunan Desa 
a. Pengertian Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas 
sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan 
yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan 
kemampuan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya 
mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu 
mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, 
sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3). 
Dalam Theresia,dkk (2015:28) pembangunan masyarakat desa, 
secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu 
kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh 





sumber-daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial, dll.) yang 
ada dan dapat diakses oleh masyarakat desa. 
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian 
terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus 
ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. pembangunan 
masyarakat desa dapat di lakukan melalui pengembangan kemampuan 
sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan 
aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran 
lingkungannya semakin tinggi. 
b. Tujuan Pembangunan Desa 
Tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2 yaitu 
pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan Desa jangka 
pendek.  
Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui 
peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan 
berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina 
manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar 
yang kokoh bagi pembangunan nasional.  
Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek yaitu 





ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 
daya alam (Adisasmita, 2013:57).  
c. Kendala-kendala dalam pembangunan pedesaan  
Menurut Soleh (2014:191) mengemukakan ada beberapa macam 
kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam 
melaksanakan pembangunan, antara lain:  
1. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi 
sumber daya alam yang tersedia. Keterbatasan kemampuan disini bisa 
berarti keterbatasan baik dari segi pengetahuan dari sumber daya 
manusia yang ada ataupun dari segi keterbatasan keuangan atau 
materi yang dimiliki desa, sehingga dalam memanfaatkan potensi 
yang ada belum bisa tergali dengan maksimal atau dimanfaatkan 
dengan sebaik mungkin.  
2. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. Untuk 
desa-desa yang berada di daerah pedalaman, secara umum berada 
dalam keterisolasian sehingga keterbukaan terhadap berbagai 
informasi yang ada menjadi kurang, ditambah dengan keterbatasan 
sarana dan prasarana fisik baik berupa akses jalan maupun 
teknologinya. 
3. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis 
yang ada baik jasa dan perdagangan. Peluang-peluang yang ada di 
desa baik itu perdagangan berupa ekonomi kreatif desa masih kurang 
dikembangkan dengan baik ataupun berbagai jasa, itu dikarenakan 





lembaga-lembaga yang ada di desa untuk bisa memanfaatkan 
peluang-peluang tersebut. 
4. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan 
ekonomi antara lain meliputi akses permodalan, akses teknologi 
produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, akses informasi pasar dan 
keberlanjutan usaha-usaha produksi. 
 
4. Program Inovasi Desa 
a. Pengertian Program Inovasi Desa 
Dalam konteks Program Inovasi Desa, istilah inovasi 
merujuk pada cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya 
(apakah itu cara baru atau cara yang dikembangkan dari yang sudah 
ada sebelumnya) yang ditempuh oleh kelompok masyarakat atau 
instansi, dalam menjawab suatu masalah/tantangan yang dihadapi 
atau dalam mengerjakan sesuatu, aplikatif dan terbukti berhasil. 
Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya 
Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana 
dan pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas. Program 
Inovasi Desa mendukung capaian target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dengan mendukung 
pembangunan desa secara lebih kreatif dan sehingga dapat 





sumber daya manusia. Program Inovasi Desa diselenggarakan oleh 
Kemendesa PDTT dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia 
melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada 
pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. 
Program Inovasi Desa adalah inovasi/kebaruan dalam praktik 
pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari 
realitas/hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk 
ditularkan secara meluas. Program Inovasi Desa juga memberikan 
perhatian terhadap dukungan teknis dari penyedia jasa teknis secara 
professional. Dua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi 
signifikan terhadap investasi desa, yaitu pemenuhan kebutuhan 
masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa), khususnya dana desa.  
b. Dasar Hukum Program Inovasi Desa 
Beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan Program 
Inovasi Desa : 
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 





5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 
c. Tujuan Program Inovasi Desa   
PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan dana 
desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui berbagai 
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih 
inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam jangka 





pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa 
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi 
masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan 
dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi pada Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 
2015-2019. 
PID secara khusus bertujuan untuk: 
1. Menyediakan katalisasi pembangunan desa dalam bentuk 
inovasi/kebaruan dalam praktek-praktek pembangunan Desa 
sebagai sarana pertukaran pengetahuan antar desa dan atau daerah; 
2. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pembangunan desa; 
3. Menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan sebagai contoh-
contoh inovasi/kebaruan pembangunan desa yang dapat dibagikan 
antar desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa; 
4. Memperkuat peran pendamping dengan memberikan banyak 
referensi-referensi inovasi/kebaruan dalam praktek pembangunan 
dan pertukaran pengetahuan; dan 
5. Meningkatkan status desa sesuai dengan arah kebijakan dan 








d. Manfaat Program Inovasi Desa 
Melalui pelaksanaan Program Inovasi Desa, Desa akan menerima 
manfaat,antara lain: 
1. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar 
pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya; 
2. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas 
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 
3. Adanya jasa layanan teknis dapat dimanfaat untuk meningkatkan 
kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan 
4. Adanya kesempatan dan akses desa untuk meningkatkan kapasitas 
kegiatan perekonomiannya.  
e. Sasaran Program Inovasi Desa 
1. Menguatkan program pendampingan yang fokus pada kualitas 
hasil. 
2. Memperkuat kualitas pengelolaan program pendampingan 






3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola 
pembangunan dan kegiatan produktif yang didanai melalui dana 
desa untuk hal-hal yang bersifat inovatif. 
4. Mendukung peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kawasan 
perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif. 
f. Koordinasi Program Inovasi Desa 
1. Program inovasi desa dikelola secara terpadu dengan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pelaku pemerintah 
tenaga ahli, tenaga pendamping profesional dan pelaku 
masyarakat. 
2. Koordinasi antar pihak terkait dilakukan secara berjenjang sesuai 
tingkat pemerintahan dari pusat hingga kabupaten/kota, kecamatan 
dan desa 
g. Pemantauan (monitoring) Evaluasi dan Pelaporan Program 
Inovasi Desa 
1. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara 
melekat, fungsional dan eksternal. 
2. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya 
dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan 
program inovasi desa. 
3. Pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang laporan terdiri 






II.2 Definisi Konsep   
Menurut Masri Sirangimbun (1985) yang dimaksud dengan konsep 
adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang 
dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu 
fenomena alami atau dengan kata lain bahwa konsep adalah generalisasi 
dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk 
menggambarkan fenomena yang sama. 
Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu 
abstrak dari hal-hal yang perlu diamati sehingga akan mudah dipahami. 
Dalam definisi konsepsional ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan setelah 
dikeluarkan undang-undang ditetapkan yang dilaksanakan dengan baik 
oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan. 
2. Program inovasi desa adalah salah satu upaya Pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan 
kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan 
pembangunan desa secara berkualitas. 
3. Pembangunan desa adalah usaha peningkatan kualitas sumber daya 
manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan 






Implementasi program inovasi desa dalam meningkatkan 
pembangunan desa adalah pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam 
mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara 
berkualitas yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi 
dan kemampuan desa. 
II.3 Pokok-Pokok Penelitian 
Pokok-pokok penelitian adalah sebagai alat untuk mengoperasikan 
definisi konsep guna mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian 
dan petunjuk tentang bagaimana variabel itu diukur, maka perlu ada 
bahasan-bahasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya. 
Adapun salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana 
suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan aspek-aspek di dalam 
ruang lingkup implementasi program inovasi desa tahun 2018 dalam 
meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes. Program inovasi Desa diatur dalam Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan dan Transmigrasi Republik Indonesia No 48 Tahun 
2018 tentang Pedoman Program Inovasi Desa yang dapat dijelaskan 
dibawah ini : 
1. Implementasi Program Inovasi Desa : 
a. Kesesuaian Program Inovasi Desa 
Untuk mewujudkan kemandirian desa, program inovasi desa harus 





dikembangkan oleh masyarakat dan dirasakan pula manfaatnya oleh 
masyarakat luas. 
b. Tujuan Program Inovasi Desa 
PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan dana 
desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui berbagai 
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang 
lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam 
jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas 
dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas 
desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-
ekonomi masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan arah dan 
kebijakan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi pada Rencana Panjang Jangka 
Menengah (RPJMN) 2015-2019. 
c. Koordinasi Program Inovasi Desa 
Program inovasi desa dikelola secara terpadu dengan 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pelaku 
pemerintah tenaga ahli, tenaga pendamping profesional dan pelaku 
masyarakat. Koordinasi antar pihak yang terkait yang dilakukan 
secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan dari pusat hingga 







d. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan program inovasi Desa 
a) Pemantauan dilakukan secara periodik dengan pengawasan 
secara melekat, fungsional dan eksternal. 
b) Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya 
dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan 
program inovasi desa. 
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Menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode 
Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D metode penelitian pada dasarnya 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu. (Sugiyono, 2016) 
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan 
yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu 
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh manusia. 
Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 
manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. 
 Dalam metode penelitian kualitatif terdapat jenis dan tipe penelitian, jenis 
dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 
analisis data, sistematika penulisan, berikut uraiannya : 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian    
Berikut ini tipe-tipe penelitian yang terbagi atas beberapa tipe 
penelitian yaitu tipe penelitian historis, tipe penelitian 
eksplorastif/penjajakan, tipe penelitian deskriptif, tipe penelitian 
eksplanatori (penjelasan/eksperimen) dan tipe penelitian asosiatif.  
a. Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah 
terjadi pada masa lampau, proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, 
pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa 





b. Penelitian eksplorastif/penjajakan penelitian ini bertujuan untuk mencari 
hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalah yang luas 
dan kompleks.  
c. Penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat 
ini berlaku. didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 
analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi 
atau ada. dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk 
memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat 
kaitan antara variabel-variabel yang ada. peneliti ini tidak menguji 
hipotesa atau atau tidak mengunakan hipotesa, melainkan hanya 
mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel- variabel 
yang diteliti. penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-
pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan 
tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya.  
d. penelitian eksplanatori (penjelasan/eksperimen), bertujuan untuk 
menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu 
dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu.  
e. penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antar variabel atau lebih, yang dimaksud untuk 
membangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 
meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Penelitian asosiatif 






Berdasarkan tipe penelitian tersebut, peneliti menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui informan dan 
disajikan berupa kata-kata. 
III.2 Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data menurut sifatnya sebagai berikut (Sugiyono, 2003 : 14) 
a.    Data Kualitatif 
Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata 
lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini 
berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-
data lain yang diambil dari dokumen organisasi. 
b.    Data Kuantitatif 
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit 
adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan, data 
kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. 
  Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,   
yang menampilkan data penelitian berupa kata-kata. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. 
Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting 





yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua 
yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data dengan teknik pengumpulan data 
berupa kuesioner, melakukan pengamatan secara langsung 
(observasi) dan wawancara.  
b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, namun diperoleh melalui 
kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi 
mengenai data yang diteliti.  
 
III.3 Informan Penelitian  
Menurut Moleong (2001:91) informan adalah orang dalam pada latar 
penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia berkewajiban 
“secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat 
informal. 
Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber informasi/pemilihan 
informan yang terkait dengan penelitian ini. Secara keseluruhan informan 
dalam penelitian ini terdiri dari : 
1. Ketua PKK 






Untuk melengkapi informasi yang akan di dapat dari informan, maka diambil 
60 responden, yaitu Kepala Desa Grinting, Pemerintah Desa Grinting, tim 
inovasi desa Kecamatan Bulakamba, pendamping lokal desa, pendamping 
pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bulakamba, tokoh masyarakat Desa 
Grinting dan masyarakat yang menjadi objek penelitian. 
III.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. (Sugiyono, 2016:224) 
Macam teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu sebagai 
berikut : 
1. Observasi 
Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian 
ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan 
pengamatan langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan 
pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari 
pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh 
yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. 
2. Interview / Wawancara 
 Interview / Wawancara adaalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 





(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 
2004:186) 
Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan 
Guba (dalam Moleong, 2004:186) antara lain: mengkonstruksi mengenai 
orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan 
lain-lain kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa 
yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 
yang diperoleh oleh orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 
(triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi 
yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 
3. Angket (quesioner) 
Angket(quesioner) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dengan jawaban yang sudah disediakan. Pertanyaan tersebut 
akan diajukan kepada responden (Kepala Desa Grinting, Pemerintah 
Desa Grinting, tim inovasi desa Kecamatan Bulakamba, pendamping 
lokal desa, pendamping pemberdayaan masyarakat Kecamatan 
Bulakamba, tokoh masyarakat Desa Grinting dan masyarakat yang 
menjadi objek penelitian). 
Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan pertanyaan skala 
likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
kelompok tentang fenomena social (sugiyono, 2002:73) yang alternative 





sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. Untuk 
kepentingan analisis, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai 
berikut: 
 Skor 5 : Sangat Baik 
 Skor 4 : Baik 
 Skor 3 : Kurang Baik 
 Skor 2 : Tidak Baik 
 Skor 1 : Sangat Tidak Baik 
4. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen 
yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain 
itu dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
5. Studi kepustakaan 
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan 
dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books 
maupun jurnal ilmiah. 
III.5 Teknik  Analisis Data 
Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:244) menyatakan bahwa analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 






Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan rentang skala untuk menjawab tentang 
implementasi program inovasi desa dalam meningkatkan pembangunan desa 
di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Data-data yang 
diperoleh dari hasil quesioner dan wawancara selanjutnya diolah dengan 
menggunakan rentang skala untuk mengetahui hasil dari implementasi 
program inovasi desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Maka 
penulis menggunakan rumus : 




(Sumber : Sugiyono, 2011:99) 
Dimana : n = Jumlah Sampel 
 m = Jumlah alternative tiap jawaban item 
III.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN.   
Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.   
Dalam  bab ini menjelaskan kerangka teori, definisi konsep, Pokok-pokok 
penelitian dan alur pikir penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini mencangkup jenis dan tipe penelitian, jenis dan macam data, 
informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 





Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menyajikan hasil-hasil yang diperoleh pada saat melakukan 
penelitian dan rangkaian pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. 
BAB VI PENUTUP 
Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari rumusan permasalahan dan 






DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
IV.1 Kondisi Geografis Desa Grinting 
Desa Grinting adalah salah satu desa dari 19 Desa di Kecamatan 
Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah desa 
Grinting secara keseluruhan 1.474,981 Ha, dengan jumlah tanah 
pekarangan 27,050 Ha, tanah sawah 487,650 Ha, tanah tambak 709, 121 
Ha dan tanah lainnya 2.160 Ha. dengan kepadatan penduduk 17,024 Jiwa. 
Batas Wilayah Desa Grinting dapat diuraikan sebagai berikut : 
Sebelah Utara   : Laut Jawa 
Sebelah Timur  : Desa Pulogading/Bulakamba 
Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura 
Sebelah Barat  : Desa Kluwut/Krakahan 
IV.2 Sejarah Desa Grinting 
Masyarakat Grinting saat itu hidup dari pertanian dan sebagian besar 
masyarakat justru sebagai nelayan, di mana banyak nelayan yang sudah 
melakukan perdagangan antar daerah bahkan melakukan perdagangan 
sampai keluar jawa walaupun masih menggunakan peralatan (perahu) yang 
sangat sederhana dan di dukung oleh keadaan alam yang masih hutan, 
rawa dan peradaban yang masih sangat sederhana bahkan cenderung 
primitif. 
Sementara kondisi sosial budaya masihlah sangat sederhana, di mana 





sangat mempengaruhi cara bermasyarakatnya yang masih 
mempertahankan nilai-nilai kerukunan dengan segala keterbatasanya. 
Sementara nilai-nilai keyakinanya masih bersifat animisme dan 
dinamisme. 
Oleh karena itu, dalam tatanan bersosialnya masih menggunakan 
adat istiadat lama dimana seringnya menggunakan tata upacara ritual yang 
menggunakan sesaji dan ubo rampe lainya guna melancarkan hajat 
masyarakatnya, terutama menyangkut keselamatan bersama, baik yang 
masih hidup maupun para arwah leluhur agar di beri kebahagiaan di alam 
kelanggengan. 
Komunitas masyarakatnya waktu itu sudah mengangkat seorang 
sesepuh   (tetua/pemimpin) desa (pedukuhan) yang di kenal dengan nama 
MBAH WANGSA. Mbah Wangsa di kenal sebagai orang yang 
mempunyai banyak kelebihannya  (linuwih) dibandingkan dengan 
kebanyakan orang-orang waktu itu. Mbah Wangsa inilah leluhur pertama 
desa yang waktu itu menempati sebuah rumah kecil yang terbuat dari 
bambu, beratap daun kelapa, dan alas tidurnya menggunakan kulit 
harimau, sehingga kemudian di kenal dengan sebutan Mbah Loreng atau 
Mbah Belang. Di sini beliau tidak berkenan menyebutkan asal usulnya, 
hanya menuturkan Desa Grinting berasal dari kata daun kering     (garing) 
yang bisa di gulung (dilinting), karena banyaknya masyarakat yang 





merokok, di samping sebagai salah satu bahan yang di perdagangkan 
sebagai sarana untuk mencukupi kehidupan keluarga. 
 
IV.3 Kondisi Demografis Wilayah 
Jumlah Penduduk Desa Grinting pada tahun 2018 tecatatat sebanyak 
5.618 KK (Kepala Keluarga) , dengan jumlah penduduk 17.024 jiwa, 
dengan perincian 8.550 laki-laki, 8.474 perempuan. Dapat dijelaskan pada 
tabel dibawah ini : 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan RW di Desa Grinting 
No Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah Jumlah KK 
1. RW 01 1806 1889 3695 1659 
2. RW 02 1922 1464 3386 1007 
3. RW 03 1819 1890 3709 1042 
4. RW 04 1188 1330 2515 673 
5. RW 05 1815 1901 3716 1237 
Jumlah 8.550 8.474 17.024 5.618 
  Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduknya 
paling sedikit berada di RW 04 yaitu 2.515 jiwa, sedangkan jumlah 








Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 
No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah Total 
1. 0-4 Tahun 945 858 1803 
2. 5-9 Tahun 669 664 1333 
3. 10-14 Tahun 786 780 1566 
4. 15-19 Tahun 837 759 1596 
5. 20-24 Tahun 637 686 1323 
6. 25-29 Tahun 647 720 1367 
7. 30-34 Tahun 567 563 1130 
8. 35-39 Tahun 519 558 1077 
9. 40-44 Tahun 480 479 959 
10. 45-49 Tahun 440 469 909 
11. 50-54 Tahun 434 406 840 
12. 54-59 Tahun 466 376 842 
13. 60-64 Tahun 280 264 544 
14. 65-69 Tahun 203 231 434 
15. 70+ Tahun 200 201 401 
Jumlah 8.550 8.474 17.024 
Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Dari tabel diatas, menggambarkan jumlah penduduk Desa Grinting 
berdasarkan usia dan jenis kelamin, dapat diketahui dari jumlah 





jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding 
dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu laki laki berjumlah 8550 jiwa 
dan perempuan 8474 jiwa. 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2796 
2. Tidak/belum tamat SD 5796 
3. Tamat SD/MI 6738 
4. Tamat SLTP/MTS 1900 
5. Tamat SLTA/MA 880 
6. Tamat S1 8 
7. Tamat S2 1 
Jumlah 18.119 
    Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat 
pendidikan penduduk Desa Grinting jumlah tamatan pendidikan tertinggi 
ada pada tamatan SD/MI yaitu sebanyak 6.738 orang dan jumlah tamatan 
pendidikam terendah pada tamatan S2 yaitu hanya 1 orang. Dapat 
disimpulkan, Desa Grinting memiliki taraf pendidikan yang rendah karena 
jumlah tamatan pendidikan tertinggi yg hanya pada  tamatan SD/MI 






IV.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Grinting 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi cerminan tentang 
tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
Desa Grinting dapat dilihat dari jenis pekerjaan mayoritas masyarakat 
yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
      Tabel 4.4 
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) 
1. Petani Tanaman Pangan - 
2. Petani Peternak 2930 
3. Petani Tambak/Kolam 150 
4. Buruh Tani 4340 
5. Nelayan 230 
6. Pengusaha 338 
7. Buruh Industri/Pabrik 648 
8. Buruh Bangunan 421 
9. Pedagang 309 
10. Pekerja Angkutan 80 
11. PNS 220 
12. Tentara 4 
13. Pensiunan/Purnawirawan 2 
14. Pekerja Jasa 365 






Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi sosial 
ekonomi masyarakat Desa Grinting mayoritas pekerjaannya adalah buruh 
tani. Kondisi demikian di latar belakangi dengan jumlah tamatan 
pendidikan yang tertinggi adalah tamatan SD dengan jumlah 6738 orang, 
Tidak/belum tamat SD 5796 orang, Tidak/belum pernah sekolah 2796 
orang. Sehingga dapat disimpulkan masyarakat Desa Grinting ini dominan 
memiliki taraf kehidupan yang rendah. 
 
Tabel 4.5 
  Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama di Desa Grinting 
No Agama Jumlah 
1. Islam 16124 
2. Kristen - 
3. Katolik - 
4. Hindu - 
5. Budha - 
6. Konghucu - 
    Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat Desa 






IV.5 Sarana dan Prasarana 
Desa Grinting memiliki sarana prasarana yang cukup memadai 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Grinting, seperti adanya 
sarana prasarana pendidikan, kesehatan, serta tempat ibadah. Yang dapat 
dijelaskan pada tabel dibawah ini : 
 Tabel 4.6 
      Sarana Prasarana Pendidikan di Desa Grinting 
No Sarana Pendidikan Jumlah  
1. TK/PAUD 8 (Swasta) 
2. SD 4 (Negri) 
3. MI 1 (Swasta) 
4. SLTP - 
5. MTS - 
6 SMU 1 (Negeri) 
Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Dapat dilihat dari tabel diatas, ketersediaan prasarana pendidikan di 
Desa Grinting sudah cukup lengkap. Di tingkat PAUD sampai SMU sudah 
tersedia di Desa Grinting, sehingga masyarakat Desa Grinting tidak perlu 
mencari sekolah diluar Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes terkecuali untuk perguruan tinggi negeri/swasta. Meski tidak ada 
perguruan tinggi, letak Desa Grinting sangat strategis sehingga dekat 






  Tabel 4.7 
Sarana Prasarana Kesehatan di Desa Grinting 
No Sarana Kesehatan Jumlah 
1. Klinik Pengobatan 1 
2. Praktek Dokter 1 
3. Praktek Bidan 9 
4. Polindes/PKD 1 
5. Dukun bayi 5 
    Sumber : Data Monografi Desa Grinting, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel diatas sarana prasarana kesehatan di Desa 
Grinting cukup memadai. Namun, tidak adanya puskesmas di Desa 
Grinting. 
Tabel 4.8 
           Sarana Prasarana Ibadah di Desa Grinting 
No Tempat Ibadah Jumlah 
1. Masjid 8 
2. Mushola/Surau 41 
3. Gereja - 
4. Kuil - 
5. Vihara  





Dapat dilihat dari tabel diatas, seluruh masyarakat Desa Grinting 
memeluk agama islam sehingga terdapat masjid dan mushola dengan 
jumlah yang cukup banyak yaitu 8 buah masjid dan 41 buah mushola. 
 
IV.6 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa 
1. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa 
1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) 
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 
dan penataan dan pengelolaan wilayah. 
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 






c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karang taruna. 
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya. 
 
b. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa 
1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat 
Desa. 
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai fungsi: 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 





c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, 
dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring 
dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
 
c. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan 
1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. 
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi: 
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan 
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 





b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 
urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan 
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan 
desa lainnya. 
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam 
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
 
d. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi 
1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana 
tugas operasional. 
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: 
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 





b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan 
bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karang taruna. 
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi 
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
 
e. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun 
1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai 
unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala 
Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: 
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 
penataan dan pengelolaan wilayah. 





c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungannya. 
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 















2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Grinting 




















Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Grinting 

























3. Visi Misi Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
a. Visi 
“ Terwujudnya pelayanan masyarakat Desa Grinting yang optimal dan 
menyeluruh, menuju desa yang maju,mandiri,sehat,religi dan sejahtera 
dalam keadilan, adil dan kesejahteraan ”. 
b. Misi  
1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya demi tercapainya pelayanan Masyarakat yang baik. 
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja desa. 
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber 
daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat          
(peningkatan UKM). 
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Desa Grinting. 
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada usia dini. 
6. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat. 
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting dengan 
cara melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai 
kegiatan. 
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat 






BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 dalam Meningkatkan 
Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis memilih responden dan 
informan. Informasi yang didapatkan oleh penulis dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar 
tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi 
para pembaca.  
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program inovasi 
desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, untuk mengetahui kendala pada 
implementasi program  inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan 
pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
dan memberikan solusi permasalahan pada implementasi program inovasi desa 
tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes. 
Untuk mencapai tujuan dari penelitian diatas adalah melalui pokok-pokok 
penelitian yang terdiri dari kesesuaian program inovasi desa dengan potensi, 
tujuan program inovasi desa, koordinasi program inovasi desa, pemantauan 
(monitoring), evaluasi dan pelaporan program inovasi desa. Dengan adanya 





inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
Untuk menganalisis hasil dari penelitian implementasi program inovasi desa 
tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes menggunakan instrument angket atau kuesioner 
tertutup berjumlah 60 responden yaitu Kepala Desa Grinting, Pemerintah Desa 
Grinting, pendamping desa Kecamatan Bulakamba Kab.Brebes, pendamping lokal 
Desa Grinting, tim inovasi desa Kecamatan Bulakamba Kab.Brebes, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat yang sebagai objek program inovasi desa. Angket 
dan kuesioner dibagikan kepada responden terdiri dari 25 pertanyaan dengan 
ketentuan skor (nilai) sebagai berikut: 
a. Skor 5 bila responden menjawab sangat baik (SB) 
b. Skor 4 bila responden menjawab baik (B) 
c. Skor 3 bila responden menjawab kurang baik (KB) 
d. Skor 2 bila responden menjawab tidak baik (TB) 
e. Skor 1 bila responden menjawab sangat tidak baik (STB) 
. Untuk melengkapi data yang akan diperlukan sebagai hasil penelitian, 
diambil pula data melalui teknik wawancara kepada informan yang tahu banyak 
mengenai permasalahan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah 
rentang skala untuk menjawab tentang implementasi program inovasi desa tahun 
2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan 





Data-data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara selanjutnya 
diolah dengan menggunakan rentang skala untuk mengetahui hasil dari 
impementasi program inovasi desa, maka penulis menggunakan rumus : 




(Sumber : Sugiyono, 2011:99) 
Dimana : n = Jumlah Sampel 
m = Jumlah alternative tiap jawaban item  
 
V.1 Identitas Responden dan Informan 
Penelitian ini dilakukan di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes dengan mengambil data sampel masyarakat Desa Grinting 
dan petugas pelaksana dari program inovasi desa. pemilihan lokasi tersebut 
karena merupakan salah satu desa percontohan yang sudah melaksanakan 
program inovasi desa di Kabupaten Brebes. Responden dalam penelitian ini 
terdiri dari 60 responden yang dipilih menggunakan teknik rumpun sampling 
(cluster sampling) yang mana populasi dibagi ke dalam kelompok 
kewilayahan kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok.  
Untuk melengkapi data diperoleh dari kuesioner maka diambil pula 
informan yang diambil dari teknik wawancara yang berjumlah 2 informan. 
Informan yang diambil yaitu Ketua PKK di Desa Grinting Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu Ibu Ajeng dan satu anggota tim 
pelaksana inovasi desa Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu 





Dibawah ini data responden yang diperoleh dari kuesioner untuk 
mengetahui implementasi program inovasi desa tahun 2018 dalam 
meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes : 
a. Jenis Kelamin Responden  
Gambar 5.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
         
          Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
















        Tabel 5.1  






Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden 
paling banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki berjumlah 46 
responden (77%) dan perempuan berjumlah 14 responden (23%). Dengan 
jumlah keseluruhan 60 responden (100%). 
b. Usia Responden 
Gambar 5.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
         










Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 46 77 % 
Perempuan 14 23 % 





Data yang ada pada diagram diatas selanjutnya diperjelas pada uraian 
dibawah ini:                 
                                                     Tabel 5.2  
Responden Berdasarkan Usia 
Umur Jumlah Prosentase 
15-30 thn 8 13 % 
31-46 thn 33 55 % 
47-62 thn 19 32 % 
Jumlah 60  100% 
     Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Usia 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden 
menurut usia paling banyak pada usia 31-46 thn berjumlah 33 responden 
(55%), responden berdasarkan usia urutan kedua pada usia 47-62 thn 
berjumlah 19 responden (32%), dan responden berdasarkan usia urutan 
ketiga pada usia 15-30 thn berjumlah 8 responden (13%). Dengan jumlah 












c. Pendidikan Terakhir Responden 
Gambar 5.3 
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikam 
    
    Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Pendidikan  
Data yang ada pada diagram diatas selanjutnya diperjelas pada uraian 
dibawah ini : 
Tabel 5.3 
 Responden Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan Jumlah Prosentase 
SD 10 17 % 
SMP 2 3 % 
SMA 26 43 % 
Sarjana S1-S2 22 37 % 
Jumlah 60 100% 













Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden 
menurut pendidikan yang paling banyak pada tingkatan SMA berjumlah 
26 responden (43%), responden menurut pendidikan urutan kedua yaitu 
tingkatan sarjana S1-S2 berjumlah 22 responden (37%), responden 
menurut pendidikan urutan ke tiga yaitu pada tingkatan SD berjumlah 10 
responden (17%), dan responden menurut pendidikan ke empat paling 
rendah yaitu pada tingkatan SMP berjumlah 2 responden (3%). Dengan 
jumah keseluruhan 60 responden (100%). 
d. Mata Pencaharian Responden 
Gambar 5.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 
           
 Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 
 
Data yang ada pada diagram diatas selanjutnya diperjelas pada uraian 




















Tabel 5.4  
Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 
Pekerjaan Jumlah Prosentase 
Ibu rumah tangga 9 15 % 
Nelayan - - 
Pegawai Swasta 27 45 % 
Pelajar - - 
Petani 13 22 % 
Wirausaha 8 13 % 
PNS 3 5 % 
Jumlah 60 100% 
Sumber: Jawaban Angket Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan responden menurut 
mata pencaharian yang paling banyak sebagai pegawai swasta berjumlah 
27 responden (45%), responden menurut mata pencaharian urutan kedua 
sebagai petani berjumlah 13 responden (22%), responden menurut mata 
pencaharian urutan ke tiga sebagai ibu rumah tangga berjumlah 9 
responden (15%), responden menurut mata pencaharian urutan ke empat 
sebagai wirausaha berjumlah 8 responden (13%) dan responden menurut 
mata pencaharian urutan paling rendah sebagai PNS berjumlah 3 







V.2 Hasil Penelitian 
Hasil penelitian yang berjudul “ Implementasi Program Inovasi  Desa 
Tahun 2018 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ” ada 4 aspek-aspek deskripsi 
yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini antara lain : 
1. Kesesuaian program inovasi desa dengan potensi yang terdiri atas 3 
buah pertanyaan. 
2. Tujuan program inovasi desa yang terdiri atas 4 buah pertanyaan. 
3. Koordinasi program inovasi desa yang terdiri atas 6 buah pertanyaan. 
4. Pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan yang terdiri atas 12 
buah pertanyaan. 
Dari 4 aspek aspek deskripsi program inovasi desa, penulis 
menjabarkan kedalam 25 pertanyaan yang masing-masing memiliki lima 
pilihan jawaban yang berperingkat dari jawaban sangat positif (skor 5) 
sampai dengan sangat negatif (skor 1).  
Dalam penelitian ini selain menggunakan kuesioner, penulis juga 
menggunakan teknik wawancara untuk memperkuat jawaban hasil angket.  
Hasil dari penelitian yg diambil dari aspek-aspek deskripsi program 
inovasi desa akan dijelaskan dibawah ini : 
a. Kesesuaian Program Inovasi Desa dengan Potensi 
Untuk mewujudkan kemandirian desa, program inovasi desa harus 
dilaksanakan sesuai potensi-potensi yang ada di desa untuk 





masyarakat luas. Kesesuaian program inovasi desa dengan potensi 
diukur dalam 3 item pertanyaan antara lain : 
Pertanyaan ke 1 adalah : Apakah kegiatan pengolahan aneka ikan 
bandeng sudah sesuai potensi yang ada di Desa Grinting ? 
      Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.5 
Distribusi Frekuensi Prosentase “ Tingkat kesesuaian program 
kegiatan pengolahan ikan bandeng dengan potensi yang ada di 








Sumber : angket penelitian “ kesesuaian program inovasi desa dengan 
potensi”  no.1 yang setelah diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “ Apakah kegiatan pengolahan ikan bandeng sesuai potensi 
yang ada di Desa Grinting? ” yang menjawab sangat sesuai sejumlah 7 
responden atau (12%), dan yang menjawab sesuai sejumlah 53 responden 
atau (88%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat Sesuai 7 35 12 % 
2 Sesuai 53 212 88 % 
3 Ragu-Ragu - - - 
4 Kurang sesuai - - - 
5 Tidak sesuai - - - 
Jumlah 





dari 60 responden menyatakan bahwa kegiatan pengolahan aneka ikan 
bandeng sudah sesuai potensi yang ada di Desa Grinting. Sehingga 
kesesuaian program inovasi desa dengan potensi yang ada di Desa 
Grinting, implementasinya dikategorikan “ Baik”. 
Pertanyaan ke 2 adalah : “Apakah wisata mangrove alas jaran 
sudah  sesuai potensi yang ada di Desa Grinting ?”  
        Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.6 
Distribusi Frekuensi Prosentase “ Tingkat kesesuaian Wisata 
Mangrove Alas Jaran dengan potensi yang ada di Desa Grinting ” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat Sesuai 23 115 38 % 
2 Sesuai 37 148 62 % 
3 Ragu-Ragu - - - 
4 Kurang sesuai - - - 
5 Tidak sesuai - - - 
Jumlah 60 263 100% 
Sumber : angket penelitian “ kesesuaian program inovasi desa dengan 
potensi” no.2  yang setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “apakah wisata mangrove alas jaran sudah sesuai potensi yang 
ada di Desa Grinting?” yang menjawab sangat sesuai sejumlah 23 





(62%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 
responden bahwa wisata mangrove alas jaran sudah sesuai potensi yang 
ada di Desa Grinting. Sehingga kesesuaian program inovasi desa dengan 
potensi yang ada di Desa Grinting, implementasinya dikategorikan             
“ Baik”. 
Pertanyaan ke 3 adalah : “Apakah program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaran bermotor) sudah sesuai kebutuhan masyarakat 
Desa Grinting ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.7 
Distribusi Frekuensi Prosentase “ Tingkat kesesuaian program 
kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) 
dengan kebutuhan masyarakat Desa Grinting ” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat Sesuai 41  205 68 % 
2 Sesuai 19 76 32 % 
3 Ragu-Ragu - - - 
4 Kurang sesuai - - - 
5 Tidak sesuai - - - 
Jumlah 60 281 100 % 
Sumber : angket penelitian “ kesesuaian program inovasi desa dengan 





Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) sudah sesuai kebutuhan masyarakat Desa Grinting ?” 
yang menjawab sangat sesuai sejumlah 41 responden atau (68%), dan 
yang menjawab sesuai sejumlah 19 responden atau (32%). Dengan 
demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa wisata mangrove alas jaran sudah sesuai kebutuhan masyarakat 
yang ada di Desa Grinting. Sehingga kesesuaian program inovasi desa 
dengan potensi yang ada di Desa Grinting,  implementasinya 
dikategorikan “ Sangat Baik”. 
b. Tujuan Program Inovasi Desa 
Tujuan dari program inovasi desa yaitu membangun kapasitas desa 
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi 
masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan 
sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi pada Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2015-
2019. Tujuan program inovasi desa diukur dalam 3 item pertanyaan antara 
lain : 
Pertanyaan ke 4 adalah : “Apakah kegiatan pengolahan ikan bandeng 
sudah menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting ?” 







Distribusi Frekuensi Prosentase “Manfaat program kegiatan 
pengolahan ikan bandeng terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa Grinting ” 
  Sumber : angket penelitian “Tujuan program inovasi desa ” no.4 setelah 
diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah kegiatan pengolahan ikan bandeng sudah menyentuh 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?” yang menjawab bermanfaat 
sejumlah 10 responden atau (17%), yang menjawab ragu-ragu sejumlah 5 
responden atau (8%), dan yang menjawab kurang bermanfaat sejumlah 45 
responden atau (75%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat 
dikatakan dari 60 responden bahwa kegiatan pengolahan ikan bandeng 
belum bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 
Grinting. Sehingga tujuan program inovasi desa di Desa Grinting, 
implementasinya mendekati baik. 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat bermanfaat - - - 
2 Bermanfaat 10 40 17 % 
3 Ragu-Ragu 5 15 8 % 
4 Kurang bermanfaat 45 90 75 % 
5 Tidak bermanfaat - - - 





Dari hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa kegiatan 
pengolahan ikan bandeng kurang bermanfaat terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa Grinting. Hal ini ditunjang dengan hasil 
wawancara dibawah ini: 
Pertanyaan ke 1 yang penulis ajukan terhadap informan “Apakah 
faktor utama yang menjadi kendala dari kurangnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat untuk kegiatan pengolahan ikan bandeng ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Faktor utama kendala dari pengolahan ikan bandeng di 
pemasarannya. Artinya gini mba, misal produk dari ikan bandeng yang 
sudah diolah laku mestinya kan lancar juga untuk produksinya tentunya 
jika seperti itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah yang 
terjadi disini produk sudah bagus, namun untuk pemasaran atau 
penjualannya kurang laku. Faktor kedua karena belum adanya dukungan 
dari dinas terkait. Kalo dinas kan biasanya punya kelompok-kelompok 
sendiri yang dia bantu, harusnya jangan 1 kelompok saja tapi biar rata. 
Kelompok saya yang sudah berjalan produksinya harusnya sih ada 
dukungan dari dinas agar berkembang ke masyarakat. Untuk kendala 
selanjunya pengadaan alat vakum juga belum tersedia, sehingga produk 
yang dihasilkan tidak bertahan lama, jadi tidak bisa dikirim ke wilayah 
yang jauh. 
 
Pertanyaan ke 2 yang penulis ajukan terhadap informan “Kenapa di 
pemasarannya kurang laku ? faktor apa ya yang menyebabkan seperti itu?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Karena nilai jualnya mahal mbak. Di petani tambaknya saja ikan 
bandeng harganya sudah mahal, belum diolahnya lagi membutuhkan 
tenaga, alat-alat dan bahan-bahan lain lagi. Sudah diolah semaksimal 





panen diolah kemudian dipasarkan harganya lumayan mahal. Daya 
konsumtif masyarakat yg rendah jadi sasaran jualnya bukan kalangan 
menengah ke bawah tapi kalangan menengah keatas. 
Selain itu untuk promosi juga kurang mba, jadi ya belum semua orang 
tahu bahwa ada olahan ikan bandeng di Desa Grinting yang sangat 
bervariasi. 
 
Pertanyaan ke 3 yang penulis ajukan terhadap informan “Untuk 
pemasaran sekarang dimana saja ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Biasanya yang mau beli langsung datan kesini mba, kadang ikut 
event atau bazar. Belum dijual di retail perbelanjaan karena produknya 
tidak bertahan lama. 
 
Pertanyaan ke 4 yang penulis ajukan terhadap informan “Harga 
olahan ikan bandeng dari yang paling murah sampai paling mahal 
berapa?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Paling murah kerupuk tulang ikan bandeng 1ons Rp15.000, paling 
mahal otak-otak ikan bandeng harganya Rp. 30.000 
 
Pertanyaan ke 5 yang penulis ajukan terhadap informan “Pelaksana 
dari kegiatan pengolahan ikan bandeng itu siapa ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 






Pertanyaan ke 6 yang penulis ajukan terhadap informan “Bagaimana 
tahap awal terbentuknya kegiatan pelatihan pengolahan ikan bandeng di 
Desa Grinting ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Pada tahun 2015, 2 orang perwakilan dari anggota PKK mengikuti 
pelatihan pengolahan aneka ikan bandeng bersama UMKM dibawah 
binaan Dinas Perikanan dan Perindustrian Kabupaten Brebes 
 
Pertanyaan ke 7 yang penulis ajukan terhadap informan “Kenapa 
yang diikutsertakan tidak langsung ke masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai petani tambak ikan bandeng ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
. Karena ide dari adanya kegiatan pengolahan ikan bandeng 
sumbernya dari Ketua PKK. Dan pelaksanaan pelatihan pengolahan 
aneka ikan bandeng bersama UMKM juga dibatasi pesertanya. Jadi 
hanya 2 anggota dari PKK saja yang mengikuti. 
 
Pertanyaan ke 8 yang penulis ajukan terhadap informan “Dilakukan 
berapa kali untuk pelatihan kegiatan pengolahan ikan bandeng di Desa 
Grinting ?” 






Pertanyaan ke 9 yang penulis ajukan terhadap informan “Apakah 
petani tambak diikutsertakan di pelatihan-pelatihan pengolahan ikan 
bandeng ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Karena permintaan dari konsumen tidak membludak, Jadi mereka 
belum perlu diikutksertakan. Orang desa kan biasanya melihat prospek 
dari kegiatan dulu. Kegiatan yang kiranya kurang menjanjikan otomatis 
masyarakat diajak juga ogah-ogahan mbak. Contohnya gini mba, ketua 
PKK Grinting disini sudah mencoba mengajak 10 orang untuk 
mengikutsertakan di kegiatan pengolahan ikan bandeng yang diambil dari 
anggota PKK, paling yang sekarang masih aktif memproduksi olahan ikan 
bandeng hanya 3-4 orang. Lainnya paling ya hanya mencoba dan tidak 
mau melanjutkan karena melihat lagi dipemasarannya yang kurang laku. 
 
Pertanyaan ke 10 yang penulis ajukan terhadap informan “Biasanya 
petani tambak  menjual hasil dari ikan bandengnya kemana ?” 
Ibu Ajeng (Ketua PKK) 9 Juli 2019 menyatakan bahwa : 
Biasanya sih dijual langsung ke tengkulak, jadi harganya biasanya 
lebih murah selisih Rp. 4000 perkilonya. Masyarakat maunya instan mba, 
karena misal mau diolah dulu kan ikan bandeng itu disetor dulu ke ibu 
PKK  belum tentu langsung bayar tunai, itukan butuh proses lagi. Jadi 
harus laku dulu olahan ikan bandeng tersebut. Para petani tambak kan 
tidak punya keahlian untuk mengolahnya juga, akhirnya dijual langsung 
ke tengkulak dengan nilai jual yang rendah. 
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
informan yang merupakan Kepala Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes mengenai kegiatan pengolahan ikan bandeng belum 





karena olahan ikan bandeng penjualannya masih rendah sehingga untuk 
kegiatan pelatihan-pelatihan ikan bandeng belum mengikutsertakan  
masyarakat Desa Grinting yang bermata pencaharian sebagai petani 
tambak ikan bandeng. Jadi, masyarakat Desa Grinting khususnya yang 
bermata pencaharian petani tambak ikan bandeng belum memiliki keahlian 
dalam mengolah ikan bandeng, sehingga nilai jual ikan bandeng masih 
rendah. Faktor kedua, karena objek program inovasi desa dalam kegiatan 
ini adalah Ibu-Ibu PKK yang dikelompokan di UKM sea mina Grinting 
jadi, bisa dikatakan belum tepat sasaran, karena yang seharusnya 
masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani tambak yang 
dijadikan obyek di program inovasi desa yang khususnya untuk kegiatan 
pengolahan ikan bandeng. 
Pertanyaan ke 5 adalah : “Apakah kegiatan Wisata Mangrove Alas 
Jaran sudah bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Desa Grinting ?” 











 Distribusi Frekuensi Prosentase “ Manfaat Wisata Mangrove Alas 












Sumber : angket penelitian “Tujuan program inovasi desa ” no.5 setelah  
diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah kegiatan wisata mangrove alas jaran sudah 
menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting? ” yang 
menjawab meningkatkan sejumlah 16 responden atau (27%), yang 
menjawab ragu-ragu sejumlah 5 responden atau (8%), dan yang menjawab 
kurang meningkatkan sejumlah 39 responden atau (65%). Dengan 
demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa kegiatan Wisata Mangrove Alas Jaran belum bermanfaat terhadap 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat bermanfaat - - - 
2 Bermanfaat 16 64 27 % 
3 Ragu-Ragu 5 15 8 % 
4 Kurang bermanfaat 39 78 65 % 
5 Tidak bermanfaat - - - 





peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting. Sehingga tujuan 
program inovasi desa di Desa Grinting,  implementasinya  mendekati baik. 
Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui kegiatan Wisata 
Mangrove Alas Jaran belum bermanfaat terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa Grinting. 
Pertanyaan ke 1 yang penulis ajukan terhadap informan adalah 
“Kenapa Kegiatan Wisata Mangrove alas jaran belum menyentuh 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting ?” 
Bapak Kalimi (anggota tim pelaksana inovasi Desa)  7 Juli 2019 
menyatakan bahwa : 
Belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wisata 
mangrove baru rintisan awal, itu pun sumber daya alamnnya belum 
dikelola secara serius. Dapat dinikmatinya ya nanti 10 tahun kedepan, 
sekarang baru rintisan awal jadi belum terlihat manfaatnya. 
 
Pertanyaan ke 2 yang penulis ajukan terhadap informan adalah           
“Sudah berapa lama Wisata Mangrove Alas Jaran didirikan ?” 
Bapak Kalimi (anggota tim pelaksana inovasi Desa)  7 Juli 2019 
menyatakan bahwa : 
Baru 2 tahun mba, makanya masih banyak yang harus dibenahi. 
Pertanyaan ke 3 yang penulis ajukan terhadap informan adalah              






Bapak Kalimi (anggota tim pelaksana inovasi Desa)  7 Juli 2019 
menyatakan bahwa : 
Kurang terpenuhinya fasilitas-fasilitas. Fasilitas terbentuk karena 
adanya keuangan. Dana desa 50 juta cukup sih udah cukup, kalo seluas 
itu dibutuhkan milyaran, harus dibantu pemda setempat. Faktor itu juga 
yang membuat sepinya pengunjung, fasilitas yang kurang memadai. Jadi 
meihat keadaan yang seperti itu, sarana prasarana yang belum memadai 
otomatis kan kurang menarik, masyarakat ya paling-paling mengunjungi 
hanya sekali.  
 
Pertanyaan ke 4 yang penulis ajukan terhadap informan adalah                
“Apakah sudah berkoordinasi dengan dinas untuk pengembangan lebih 
lanjut ?” 
Bapak Kalimi (anggota tim pelaksana inovasi Desa)  7 Juli 2019 
menyatakan bahwa : 
Sudah berkoordinasi, kemarin saja sudah dibantu dengan 
penambahan fasilitas perahu. 
 
Pertanyaan  ke 5 yang penulis ajukan terhadap informan adalah                
“Untuk pendapatan dari hasil Wisata Mangrove Alas Jaran dikemanakan?” 
Untuk hasilnya sih untuk kas pokdarwis, kas tersebut untuk 
pengembangan wisata lebih lanjut.  
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
informen yang merupakan anggota tim pelaksana inovasi desa di Desa 
Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu kegiatan Wisata 





Grinting. Karena Wisata Mangrove Alas jaran di Desa Grinting masih 
rintisan awal, sehingga fasillitas dan sarana prasarana belum optimal.  
Pertanyaan ke 6 adalah : “Apakah pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) bermanfaat bagi masyarakat Desa Grinting?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.10 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Manfaat program kerjasama 
pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) bagi masyarakat 
Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Sangat Bermanfaat 45 225 75 % 
2 Bermanfaat 15 60 25 % 
3 Ragu-Ragu - - - 
4 Kurang Bermanfaat - - - 
5 Tidak Bermanfaat - - - 
Jumlah 60 285 100 % 
Sumber : angket penelitian “Tujuan program inovasi desa ” no.6 setelah 
diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan : “Apakah pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) 
bermanfaat bagi masyarakat Desa Grinting?” yang menjawab sangat 





bermanfaat sejumlah 15 responden atau (25%). Dengan demikian 
berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa dengan 
adanya program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) bermanfaat bagi masyarakat Desa Grinting. Sehingga tujuan 
program inovasi desa di Desa Grinting, implementasinya dikategorikan      
“ Sangat Baik”. 
Pertanyaan ke 7 adalah : “Apakah Pemerintah Desa Grinting pada 
tahun 2018 mengadakan pelatihan untuk masyarakat Desa Grinting 
khususnya dalam pemberdayaan masyarakat ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.11 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pengadaan pelatihan dari 
Pemerintah Desa pada tahun 2018 untuk masyarakat Desa Grinting 
khususnya dalam kegiatan pengolahan ikan bandeng” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Mengadakan -    - - 
2 Pada Umumnya 3 12 5 % 
3 Tidak Tentu 4 12 7 % 
4 Jarang Mengadakan 46 92 77 % 
5 Tidak Mengadakan 7 7 11 % 
Jumlah 60 123 100 % 






Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah Pemerintah Desa Grinting pada tahun 2018 
mengadakan pelatihan untuk masyarakat Desa Grinting khususnya dalam 
kegiatan pengolahan ikan bandeng ?” yang menjawab pada umumnya 
sejumlah 3 responden atau (5%), yang menjawab tidak tentu sejumlah 4 
responden atau (7%) yang menjawab jarang mengadakan sejumlah 46 
responden atau (77%), dan yang menjawab tidak mengadakan sejumlah 7 
responden. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 
60 responden bahwa Pemerintah Desa Grinting pada tahun 2018 sudah 
mengadakan pelatihan untuk masyarakat Desa Grinting khususnya dalam 
kegiatan pengolahan ikan bandeng. Sehingga tujuan program inovasi desa 
di Desa Grinting, implementasinya mendekati baik. 
c. Koordinasi Program Inovasi Desa 
Koordinasi program inovasi desa yaitu antar pihak yang terkait yang 
dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan dari pusat hingga 
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Koordinasi program inovasi diukur 
dalam 6 item pertanyaan antara lain yaitu: 
Pertanyaan ke  8 adalah : “Apakah kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan 
stake holder” ? 








Distribusi Frekuensi Prosentase “Keterlibatan stake holder di 
program kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Melibatkan 10 50 17 % 
2 Pada Umumnya 5 20 8 % 
3 Tidak Tentu 45 120 75 % 
4 Jarang Melibatkan - - - 
5 Tidak Melibatkan  - - - 
Jumlah 60 190 100 % 
 Sumber:angket penelitian “koordinasi program inovasi desa ” no.8 setelah    
diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake holder?” yang 
menjawab selalu melibatkan sejumlah 10 responden atau (17%), yang 
menjawab pada umumnya sejumlah 5 responden atau (8%), dan yang 
menjawab tidak tentu sejumlah 45 responden atau (75%), Dengan 
demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake 





program inovasi desa di Desa Grinting, implementasinya dikategorikan 
mendekati baik. 
Pertanyaan ke 9 adalah : “Apakah di Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake 
holder?” 
Tabel 5.13 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Keterlibatan stake holder di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi desa di Desa Grinting” 
Sumber:angket penelitian “koordinasi program inovasi desa ” no.9 setelah    
diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake holder?” yang 
menjawab selalu melibatkan sejumlah 10 responden atau (17%), yang 
menjawab pada umumnya sejumlah 5 responden atau (8%), dan yang 
menjawab tidak tentu sejumlah 45 responden atau (75%), Dengan 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Melibatkan 10 50 17 % 
2 Pada Umumnya 5 20 8 % 
3 Tidak Tentu 45 120 75 % 
4 Jarang Melibatkan - - - 
5 Tidak Melibatkan  - - - 





demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake 
holder. Koordinasi di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting, implementasinya dikategorikan mendekati baik. 
Pertanyaan ke 10 adalah : “Apakah program kerjasama pelayanan 
kesamsatan dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah 
melibatkan stake holder?” dalam program inovasi desa di Desa Grinting 
sudah melibatkan stake holder? 
Tabel 5.14 
Distribusi Frekuensi Prosentase “ Keterlibatan stake holder program 
kerja sama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting 
Sumber:angket penelitian “koordinasi program inovasi desa ” no.10 
setelah  diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Melibatkan 3 15 5 % 
2 Pada Umumnya 50 200 83 % 
3 Tidak Tentu 7 21 12 % 
4 Jarang Melibatkan - - - 
5 Tidak Melibatkan  - - - 





inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake holder?” yang 
menjawab selalu melibatkan sejumlah 3 responden atau (5%), yang 
menjawab pada umumnya sejumlah 50 responden atau (83%), dan yang 
menjawab tidak tentu sejumlah 7 responden atau (12%), Dengan demikian 
berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa 
program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake holder. 
Koordinasi program inovasi desa di Desa Grinting, implementasinya baik. 
Pertanyaan ke 11 adalah : “Apakah di kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program inovasi Desa di Desa Grinting sudah 
berkoordinasi dengan instansi-instansi?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.15 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pengkoordinasian instansi-
instansi di program kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Berkoordinasi - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu 10 30 17 % 
4 Jarang Berkoordinasi 40 160 66  % 
5 Tidak Berkoordinasi 10 10 17 % 





 Sumber : angket penelitian “koordiinasi program inovasi desa ” no.12 
setelah  diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah berkoordinasi dengan instansi-
instansi?”yang menjawab tidak tentu sejumlah 10 responden atau (17%),  
yang menjawab jarang berkoordinasi sejumlah 40 responden atau (66%), 
dan yang menjawab tidak berkoordinasi sejumlah 10 responden atau 
(17%).  Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 
responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan 
stake holder. Koordinasi program inovasi desa di Desa Grinting, 
implementasinya mendekati baik. 
Pertanyaan ke 12 adalah : “Apakah Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah berkoordinasi dengan 
instansi-instansi ?” 











Distribusi Frekuensi Prosentase “Pengkoordinasian instansi-
instansi di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Berkoordinasi - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu 10 30 17 % 
4 Jarang Berkoordinasi 40 160 66 % 
5 Tidak Berkoordinasi 10 10 17 % 
Jumlah 60 200 100 % 
Sumber : angket penelitian “koordiinasi program inovasi desa ” no.13 
setelah  diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi ?” 
yang menjawab tidak tentu sejumlah 10 responden atau (17%),  yang 
menjawab jarang berkoordinasi sejumlah 40 responden atau (66%), dan 
yang menjawab tidak berkoordinasi 10 responden atau (17%).  Dengan 
demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa program inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake 
holder. Koordinasi program inovasi desa di Desa Grinting, 





Pertanyaan ke 13 adalah :  “Apakah program kerjasama pelayanan 
kesamsatan dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah 
berkoordinasi dengan instansi-instansi ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut  : 
Tabel 5.17 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pengkoordinasian instansi-
instansi di program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) dalam program inovasi desa di Desa 
Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Berkoordinasi 6 30 10 % 
2 Pada Umumnya 40 160 67 % 
3 Tidak Tentu 14 42 23 % 
4 Jarang Berkoordinasi - - - 
5 Tidak Berkoordinasi - - - 
Jumlah 60 232 100 % 
Sumber : angket penelitian “koordiinasi program inovasi desa ” no.14 
setelah  diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting sudah berkoordinasi dengan 





responden atau (10%),  yang menjawab pada umumnya sejumlah 40 
responden atau (67%), dan yang menjawab tidak tentu sejumlah 14 
responden atau (23%).  Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat 
dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting 
sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi. Koordinasi program inovasi 
desa di Desa Grinting, implementasinya mendekati baik. 
d. Pemantauan(monitoring), evaluasi dan pelaporan program inovasi  
desa 
a) Pemantauan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara 
melekat, fungsional dan eksternal. 
b) Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya 
dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan program 
inovasi desa. 
c) Pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang 
Pemantauan(monitoring), Evaluasi dan Pelaporan Program Inovasi Desa 
diukur dalam 12 item pertanyaan antara lain yaitu: 
Pertanyaan ke 14 adalah : “Apakah di kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah dilaksanakan 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi?” 








Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di program kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program inovasi desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Melaksanakan - - - 
2 Pada Umumnya 30 120 50 % 
3 Tidak Tentu 10 30 17 % 
4 Jarang Melaksanakan 20 40 33 % 
5 Tidak Melaksanakan - - - 
Jumlah 60 190 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.14 setelah  diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah dilaksanakan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di setiap kegiatannya?” yang menjawab pada 
umumnya sejumlah 30 responden atau (50%), yang menjawab tidak tentu 
sejumlah 10 responden atau (17%) dan yang menjawab jarang 
melaksanakan sejumlah 20 responden atau (33%). Dengan demikian, 
berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa 
program inovasi desa di Desa Grinting sudah melaksanakan pemantauan 





kuesioner diatas dapat dikatakan  pemantauan (monitoring) dan evaluasi  
program inovasi desa di Desa Grinting implementasinya mendekati baik. 
Pertanyaan ke 15 adalah : “Apakah Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah dilaksanakan 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.19 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Melaksanakan - - - 
2 Pada Umumnya 30 120 50 % 
3 Tidak Tentu 10 30 17 % 
4 Jarang Melaksanakan 20 40 33 % 
5 Tidak Melaksanakan - - - 
Jumlah 60 190 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.15 setelah  diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 





(monitoring) dan evaluasi di setiap kegiatannya?” yang menjawab pada 
umumnya sejumlah 30 responden atau (50%), yang menjawab tidak tentu 
sejumlah 10 responden atau (17%) dan yang menjawab jarang 
melaksanakan sejumlah 20 responden atau (33%). Dengan demikian, 
berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa 
program inovasi desa di Desa Grinting sudah melaksanakan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di setiap kegiatannya. Sehingga dari hasil 
kuesioner diatas dapat dikatakan  pemantauan (monitoring) dan evaluasi  
program inovasi desa di Desa Grinting implementasinya mendekati baik. 
Pertanyaan ke 16 adalah : “Apakah di program kerjasama pelayanan 
kesamsatan dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah 
dilaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi?” 













Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu disolusikan - - - 
2 Pada Umumnya 32 128 53 % 
3 Tidak Tentu 28 84 47 % 
4 Jarang disolusikan  - - 
5 Tidak pernah disolusikan - - - 
Jumlah 60 212 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.16 setelah  diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan“Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting sudah dilaksanakan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di setiap kegiatannya?” yang menjawab pada 
umumnya sejumlah 32 responden atau (53%), dan yang menjawab tidak 
tentu sejumlah 28 responden atau (47%). Dengan demikian, berdasarkan 
tabel di atas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi 
desa di Desa Grinting sudah melaksanakan pemantauan (monitoring) dan 





dikatakan  pemantauan (monitoring) dan evaluasi  program  inovasi desa 
di Desa Grinting implementasinya baik. 
Pertanyaan ke 17 adalah : “Apakah ada tindak lanjut apabila 
ditemukan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 
kegiatan pengolahan ikan bandeng ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.21 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Penindaklanjutan masalah dari 
hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program kegiatan 
pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi desa” 
 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.17 setelah  diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah dari 
hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di kegiatan pengolahan ikan 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu ditindaklanjuti - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu - - - 
4 Jarang ditindaklanjuti 2 4 3 % 
5 Tidak ditindaklanjuti 58 58 87 % 





bandeng ?” yang menjawab jarang ditindaklanjuti sejumlah 2 responden 
atau (3%), dan yang menjawab tidak ditindaklanjuti sejumlah 58 
responden atau (87%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat 
dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting 
tidak menindaklanjuti apabila ditemukan masalah dari hasil pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi Sehingga hasil kuesioner diatas Pemantauan 
(monitoring) dan Evaluasi program inovasi Desa di Desa Grinting, 
implementasinya tidak baik. 
Pertanyaan ke 18 adalah : ”Apakah ada tindak lanjut apabila 
ditemukan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 
Wisata Mangrove Alas Jaran ?” 













Distribusi Frekuensi Prosentase “Penindaklanjutan masalah dari 
hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas 
Jaran dalam program inovasi desa” 
 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.18 setelah  diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan ”Apakah ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah dari 
hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas 
Jaran ?” yang menjawab jarang ditindaklanjuti sejumlah 2 responden atau 
(3%), dan yang menjawab tidak ditindaklanjuti sejumlah 58 responden 
atau (87%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 
dari 60 responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting tidak 
menindaklanjuti apabila ditemukan masalah dari hasil pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi Sehingga hasil kuesioner diatas Pemantauan 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu ditindaklanjuti - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu - - - 
4 Jarang ditindaklanjuti 2 4 3 % 
5 Tidak ditindaklanjuti 58 58 87 % 





(monitoring) dan Evaluasi program inovasi desa di Desa Grinting, 
implementasinya tidak baik. 
Pertanyaan ke 19 adalah : “Apakah ada tindak lanjut apabila 
ditemukan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 
program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor)”? 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.23 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Penindaklanjutan masalah dari 
hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program kerjasama 
pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) dalam program 
inovasi desa” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu ditindaklanjuti - - - 
2 Pada Umumnya 32 128 53 % 
3 Tidak Tentu 28 84 47 % 
4 Jarang ditindaklanjuti - - - 
5 Tidak ditindaklanjuti - - - 
Jumlah 60 212 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 






Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan yang menjawab pada umumnya sejumlah 32 responden atau 
(53%), dan yang menjawab tidak tentu sejumlah 28 responden atau (47%). 
Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 
responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting menindak lanjuti 
apabila ditemukan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi Sehingga hasil kuesioner diatas Pemantauan (monitoring) dan 
Evaluasi program inovasi desa di Desa Grinting, implementasinya tidak 
baik. 
Pertanyaan ke 20 adalah : “Apakah ada pencarian solusi apabila 
hasil dari pemantauan (monitoring) dan evaluasi di kegiatan pengolahan 
ikan bandeng Desa Grinting ditemukan masalah ?” 













Distribusi frekuensi prosentase “Pencarian solusi hasil dari 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program kegiatan 
pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi desa di Desa 
Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu disolusikan - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu - - - 
4 Jarang disolusikan 6 12 10 % 
5 Tidak pernah disolusikan 54 54 90 % 
Jumlah 60 66 100 % 
Sumber : angket penelitian pemantauan(monitoring) evaluasi dan pelaporan 
program inovasi desa” no.20 setelah  diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di kegiatan pengolahan ikan bandeng Desa 
Grinting ditemukan masalah?” yang menjawab jarang disolusikan 
sejumlah 6 responden atau (10%) dan yang menjawab tidak disolusikan 
sejumlah 54 responden atau (90%). Dengan demikian berdasarkan tabel 
diatas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi desa di 
Desa Grinting tidak mensolusikan temuan dari hasil pemantauan 





Pertanyaan ke 21 adalah :  “Apakah ada pencarian solusi apabila 
hasil dari pemantauan (monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas 
Jaran Desa Grinting ditemukan masalah ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.25 
Distribusi frekuensi prosentase “Pencarian solusi hasil dari 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program inovasi desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu disolusikan - - - 
2 Pada Umumnya - - - 
3 Tidak Tentu - - - 
4 Jarang disolusikan 6 12 10 % 
5 Tidak pernah disolusikan 54 54 90 % 
Jumlah 60 66 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.21 setelah  diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan  “Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting 
ditemukan masalah ?” yang menjawab jarang disolusikan sejumlah 6 





responden atau (90%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat 
dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting 
tidak mensolusikan temuan dari hasil pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi maka implementasinya tidak baik. 
Pertanyaan ke 22  adalah :  “Apakah ada pencarian solusi apabila 
hasil dari pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program kerjasama 
pelayanan kesamsatan ( pajak kendaraan bermotor) ditemukan masalah ?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.26 
Distribusi frekuensi prosentase “Pencarian solusi hasil dari  
pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program kerjasama 
pelayanan (pajak kendaraan bermotor) dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu disolusikan - - - 
2 Pada Umumnya 32 128 53 % 
3 Tidak Tentu 28 84 47 % 
4 Jarang disolusikan - - - 
5 Tidak pernah disolusikan - - - 
Jumlah 60 212 100 % 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 





Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan“Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di program kerjasama pelayanan kesamsatan ( 
pajak kendaraan bermotor) ditemukan masalah ?”  yang menjawab jarang 
pada umumnya sejumlah 32 responden atau (53%) dan yang menjawab  
tidak tentu sejumlah 28 responden atau (47%). Dengan demikian 
berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden bahwa 
program inovasi desa di Desa Grinting mensolusikan temuan dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi maka implementasinya baik. 
Pertanyaan  ke 23 adalah: “Apakah ada laporan pertanggung 
jawaban untuk kegiatan pengolahan ikan bandeng program inovasi Desa di 
Desa Grinting?” 













Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaporan pertanggung jawaban di 
kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi desa di 
Desa Grinting” 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Ada - - - 
2 Pada Umumnya 35 140 58 % 
3 Tidak Tentu 25 100 42 % 
4 Jarang  - - - 
5 Tidak ada - - - 
Jumlah 60 240 100 % 
Sumber : angket penelitian pemantauan  (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.23 setelah  diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah ada laporan pertanggung jawaban dalam program 
inovasi Desa?” yang menjawab selalu ada sejumlah 25 responden atau 
(42%) dan yang menjawab pada umumnya sejumlah 35 orang atau (58%). 
Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 
responden bahwa program inovasi desa di Desa Grinting ada laporan 
pertanggungjawabannya, maka implementasinya baik. 
Pertanyaan  ke 24 adalah: “Apakah ada laporan pertanggung 






Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.28 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaporan pertanggung jawaban di 
Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi desa di Desa 
Grinting” 
Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.24 setelah  diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah ada laporan pertanggung jawaban di Wisata 
Mangrove Alas Jaran program inovasi desa di Desa Grinting?” yang 
menjawab selalu ada sejumlah 25 responden atau (42%) dan yang 
menjawab pada umumnya sejumlah 35 orang atau (58%). Dengan 
demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 60 responden 
bahwa program inovasi desa di Desa Grinting ada laporan 
pertanggungjawabannya, maka implementasinya baik. 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Ada - - - 
2 Pada Umumnya 35 140 58 % 
3 Tidak Tentu 25 100 42 % 
4 Jarang  - - - 
5 Tidak ada - - - 





Pertanyaan  ke 25 adalah: “Apakah ada laporan pertanggung 
jawaban untuk program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program inovasi desa di Desa Grinting?” 
Dengan hasil jawaban sebagai berikut : 
Tabel 5.29 
Distribusi Frekuensi Prosentase “Pelaporan pertanggung jawaban di  
program kerjasama pelayanan kesamasatan (pajak kendaraan 







Sumber : angket penelitian “pemantauan (monitoring) evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa” no.25 setelah  diinterpretasikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 60 responden dengan 
pertanyaan “Apakah ada laporan pertanggung jawaban di program 
kerjasama pelayanan kesamasatan (pajak kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting?” yang menjawab selalu ada 
sejumlah 25 responden atau (42%) dan yang menjawab pada umumnya 
No Tanggapan Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Prosentase 
1 Selalu Ada - - - 
2 Pada Umumnya 35 140 58 % 
3 Tidak Tentu 25 100 42 % 
4 Jarang  - - - 
5 Tidak ada - - - 





sejumlah 35 orang atau (58%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 
dapat dikatakan dari 60 responden bahwa program inovasi desa di Desa 
Grinting ada laporan pertanggungjawabannya, maka implementasinya 
baik. 
V.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Keberhasilan Implementasi Per Program 
Inovasi Desa Tahun 2018 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di 
Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
Aspek-aspek deskripsi di dalam ruang lingkup implementasi program 
inovasi desa sesuai maka di lihat dari kesesuaian program inovasi desa 
dengan potensi, tujuan program inovasi desa, koordinasi program inovasi 
desa, pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan program inovasi 
desa. 
Hasil perolehan datanya dari 25 jawaban item pertanyaan terhadap 60 
responden, maka selanjutnya direkapitulasi untuk menguji variabel  
“Implementasi Program Inovasi Desa” Sebelumnya dicari nilai rata-rata 
rentang skala per item jawaban dalam indikator. Dengan cara sebagai 
berikut : 
 Skor terendah = Bobot Terendah x Jumlah Sampel = 
1       x  60  =  60 
 Skor Tertinggi  = Bobot Tertinggi x Jumlah Sampel =  
5        x  60  = 300 










(Sumber : Sugiyono, 2011:99) 
Dimana : n = Jumlah Sampel 
   m = Jumlah alternative tiap jawaban item  
Maka akan menjadi : 
 
 
a. Hasil Rentang Skala 
Sehingga akan terbentuklah tabel hasil rentang skala sebagai berikut : 
Tabel 5.30 
Rentang Skala 
No Rentang Skala (RS) Kriteria 
1. 252 - 300 Sangat Baik 
2. 204 - 252 Baik 
3. 156 - 204 Kurang Baik 
4. 108 - 156 Tidak Baik 
5. 60 - 108 Sangat Tidak Baik 













Hasil Rentang Skala Jawaban Kesesuaian Program Inovasi Desa 
Dengan Potensi Per Program 
PROGRAM 
INOVASI DESA 







1. Tingkat kesesuaian 
kegiatan pengolahan 
aneka ikan bandeng 
dengan potensi yang 
ada di Desa Grinting 




2. Tingkat kesesuaian 
Wisata Mangrove 
Alas Jaran dengan 
potensi yang ada di 
Desa Grinting 

















281 252 - 300 Sangat 
baik 

















4. Manfaat kegiatan 




145 156 - 204 Kurang 
Baik 
Cara mencapai tujuan 
5. Pengadaan pelatihan dari 
Pemerintah Desa Grinting 
pada tahun 2018 untuk 
masyarakat Desa Grinting 
khususnya dalam kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 





6. Manfaat kegiatan Wisata 
Mangrove Alas Jaran 
terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
Desa Grinting  
157 156 - 204 Kurang 
Baik 













kendaraan bermotor) bagi 
masyarakat Desa Grinting 
Baik 
Sumber : Rekapitulasi Tujuan Program Inovasi Desa 
 
Tabel 5.33 











8. Keterlibatan stake holder 
di kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
9.   Pengkoordinasian 
instansi-instansi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
200 156 - 204 Kurang 
Baik 









holder di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
Baik 
11. Pengkoordinasian 
instansi-instansi di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 









12.   Keterlibatan stake 
holder program kerja sama 
pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 
236 204 - 252 Baik 
13. Pengkoordinasian 
instansi-instansi di program 
kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
 






Hasil Rentang Skala Jawaban Pemantauan (Monitoring) Dan Evaluasi Dan 
Pelaporan Program Inovasi Desa Per Program 
PROGRAM 
INOVASI DESA 







14.  Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
15.  Penindaklanjutan 
masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
62 60 - 108 Sangat 
Tidak 
Baik 
16.  Pencarian solusi hasil 
dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 







di Desa Grinting 
17.  Pelaporan pertanggung 
jawaban di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 






18.  Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
19.    Penindaklanjutan 
masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program 
inovasi desa 
62 60 - 108 Sangat 
Tidak 
Baik 
20.    Pencarian solusi hasil 
dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa  







21.  Pelaporan pertanggung 
jawaban di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 





22.   Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
212 204 - 252 Baik 
23.   Penindaklanjutan 
masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di program 
kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa 
212 204 - 252 Baik 
24.   Pencarian solusi hasil 
dari  pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
program kerjasama pelayanan 
( pajak kendaraan bermotor) 





Sumber : Rekapitulasi Pemantauan( monitoring), evaluasi dan pelaporan PID. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil rentang skala dari aspek-aspek 
deskripsi program inovasi desa, dijelaskan lebih lanjut tingkat keberhasilan dari 
implementasi program inovasi desa yang dikelompokan per program yaitu : 
1. Program Kegiatan Pengolahan Ikan Bandeng 
A. Kesesuaian Program Inovasi dengan Potensi 
a. Tingkat kesesuaian kegiatan pengolahan aneka ikan bandeng dengan 
potensi yang ada di Desa Grinting dengan jumlah skor 247 rentang 
skala 204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
B. Tujuan Program Inovasi Desa 
a. Manfaat kegiatan pengolahan ikan bandeng terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa Grinting dengan jumlah skor 145 
rentang skala 156 - 204 maka implementasi kriterianya “Kurang Baik”. 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
25.   Pelaporan pertanggung 
jawaban di kegiatan program 
kerjasama pelayanan 
kesamasatan (pajak 
kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 





b. Pengadaan pelatihan dari Pemerintah Desa Grinting pada tahun 2018 
untuk masyarakat Desa Grinting khususnya dalam kegiatan 
pengolahan ikan bandeng jumlah skor 123 dengan rentang skala 108 – 
156  maka implementasi kriterianya “Tidak Baik”. 
C. Koordinasi Program Inovasi Desa 
a. Keterlibatan stake holder di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 190 
rentang skala 156 - 204 maka implementasi kriterianya “Kurang Baik”. 
b. Pengkoordinasian instansi-instansi di kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah 
skor 200 rentang skala 156 - 204 maka implementasi kriterianya 
“Kurang Baik”. 
D. Pemantauan (Monitoring) Evaluasi Dan Pelaporan 
a. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi desa di Desa 
Grinting dengan jumlah skor 190 rentang skala 156 - 204 maka 
implementasi kriterianya “Kurang Baik”. 
b. Penindaklanjutan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program inovasi 
desa dengan jumlah skor 62 dengan rentang skala 156 – 204 maka 
implementasi kriterianya 60 – 108 “Sangat Tidak Baik”. 
c. Pencarian solusi hasil dari pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 





Desa Grinting jumlah skor 66 dengan rentang skala 156 – 204 maka 
implementasi kriterianya 60 – 108 “Sangat Tidak Baik”. 
d. Pelaporan pertanggung jawaban di kegiatan pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting jumlah skor 240 rentang 
skala 204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
Setelah mencari nilai skor rata-rata per-item jawaban dari 
pertanyaan dalam aspek-aspek deskripsi implementasi program inovasi 
desa yang akan dijelaskan per program yaitu program kegiatan pengolahan 
ikan bandeng kemudian di golongkan pada rentang skala. Dengan cara 
mencari total score ∑X1 + ∑X2 + .... + ∑X9, jadi (∑X) =  
247+145+123......+240 = 1463   Nilai maksimum (max) untuk variabel 
implementasi program inovasi desa (∑X) diperoleh melalui = jumlah item 
pertanyaan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden dengan 
jumlah 60 responden, jadi diperoleh 9 x 5 x 60 = 2700, sedangkan nilai 
minimum (min) untuk variabel implementasi program inovasi desa (∑X) 
diperoleh melalui jumlah item pertanyaan dikalikan nilai terendah 
dikalikan jumlah responden, jadi diperoleh  9 x 1 x 60 = 540  
Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai 
minimum= 2700 – 540 = 2160   , selanjutnya dengan mengetahui range 
nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) 





 Rentang Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentang penilaian 
dalam kategori program inovasi desa ya ke 1 yaitu program pengolahan 
ikan bandeng dapat dijelaskan dibawah ini :  
Tabel 5.35 
Hasil Rentang Skala Untuk Program Pengolahan Ikan Bandeng 
Rentang Skala (RS) Kriteria 
2268 - 2700 Sangat Baik 
1836 - 2268 Baik 
1404 - 1836 Kurang Baik 
972 – 1404  Tidak Baik 
540 - 972 Sangat Tidak Baik 
Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2019 
Total skor perolehan data (∑X) yaitu  1463,  maka implementasi di program 
pengolahan ikan bandeng kriterianya “Kurang Baik”. 
2. Wisata Mangrove Alas Jaran Grinting 
A. Kesesuaian program inovasi dengan potensi 
a. Tingkat kesesuaian Wisata Mangrove Alas Jaran dengan potensi yang 
ada di Desa Grinting dengan jumlah skor 263 rentang skala 204 – 252 
maka implementasi kriterianya “Sangat Baik”. 
B. Tujuan Program Inovasi Desa 
a. Manfaat Wisata Mangrove Alas Jaran terhadap peningkatan 





rentang skala 156 – 204 maka implementasi kriterianya “Kurang 
Baik”. 
C. Koordinasi Program inovasi Desa 
a. Keterlibatan stake holder di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 190 
rentang skala 156 – 204 maka implementasi kriterianya “Kurang 
Baik”. 
b. Pengkoordinasian instansi-instansi di Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 200 
rentang skala 156 – 204 maka implementasi kriterianya “Kurang 
Baik”. 
D. Pemantauan (Monitoring) Evaluasi Dan Pelaporan 
a. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi desa di Desa Grinting 
dengan jumlah skor 190 rentang skala 156 – 204 maka implementasi 
kriterianya “Kurang Baik”. 
b. Penindaklanjutan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting dengan jumlah skor 62 rentang skala 60 – 108 maka 
implementasi kriterianya “Sangat Tidak Baik”. 
c.  Pencarian solusi hasil dari pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 





Grinting dengan jumlah skor 66 rentang skala 60 - 108 maka 
implementasi kriterianya”Sangat Tidak Baik”. 
d. Pelaporan pertanggung jawaban di Wisata Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 240 
implementasi kriterianya “Baik”. 
Setelah mencari nilai skor rata-rata per-item jawaban dari 
pertanyaan dalam aspek-aspek deskripsi implementasi program inovasi 
desa yang akan dijelaskan per program yaitu program kegiatan pengolahan 
ikan bandeng kemudian di golongkan pada rentang skala. Dengan cara 
mencari total score ∑X1 + ∑X2 + .... + ∑X8, jadi (∑X) =  
263+157+190......+240 = 1368  Nilai maksimum (max) untuk variabel 
implementasi program inovasi desa (∑X) diperoleh melalui jumlah item 
pertanyaan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden dengan 
jumlah 60 responden, jadi diperoleh 8 x 5 x 60 = 2400, sedangkan nilai 
minimum (min) untuk variabel implementasi program inovasi desa (∑X) 
diperoleh melalui jumlah item pertanyaan dikalikan nilai terendah 
dikalikan jumlah responden, jadi diperoleh  8 x 1 x 60 = 480 
Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai 
minimum= 2400 – 480 = 1920  , selanjutnya dengan mengetahui range 
nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) 
pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran = 1920 / 5 = 384, 





kategori program inovasi desa ya ke 2 yaitu Wisata Mangrove Alas Jaran 
Grinting dapat dijelaskan dibawah ini : 
Tabel 5.36 
Hasil Rentang Skala untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa 
Grinting 
Rentang Skala (RS) Kriteria 
2016 - 2400 Sangat Baik 
1632 - 2016 Baik 
1248 - 1632 Kurang Baik 
864 - 1248 Tidak Baik 
480 - 864 Sangat Tidak Baik 
Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2019 
Total skor perolehan data (∑X) yaitu  1368,  maka implementasi di 
Mangrove Alas Jaran Desa Grinting kriterianya “Kurang Baik”. 
3. Program Kerjasama Pelayanan Kesamsatan 
A. Kesesuaian Program Inovasi Desa dengan Potensi 
a. Tingkat kesesuaian program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) dengan kebutuhan masyarakat Desa Grinting 
dengan jumlah skor 281 rentang skala 252 – 300 maka implementasi 
kriterianya “Sangat Baik” 





a. Manfaat program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) bagi masyarakat Desa Grinting dengan jumlah skor 285 
rentang skala 252 – 300 maka implementasi kriterianya “Sangat Baik”. 
C. Koordinasi Program Inovasi Desa 
a. Keterlibatan stake holder program kerja sama pelayanan kesamsatan 
(pajak kendaraan bermotor) dalam program inovasi desa di Desa 
Grinting dengan jumlah skor 236 rentang skala 252 – 300 maka 
implementasi kriterianya “Sangat Baik”. 
b. Pengkoordinasian instansi-instansi di program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) dalam program inovasi desa di 
Desa Grinting dengan jumlah skor 232 rentang skala 204 – 252 maka 
implementasi kriterianya “Baik”. 
D. Pemantauan (monitoring), Evaluasi dan Pelaporan 
a. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi di program 
kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 212 
rentang skala 204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
b. Penindaklanjutan masalah dari hasil pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program inovasi desa dengan jumlah skor 212 
rentang skala 204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
c. Pencarian solusi hasil dari  pemantauan (monitoring) dan evaluasi di 





program inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 212 
rentang skala 204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
d. Pelaporan pertanggung jawaban di kegiatan program kerjasama 
pelayanan kesamasatan (pajak kendaraan bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting dengan jumlah skor 240 rentang skala 
204 – 252 maka implementasi kriterianya “Baik”. 
Setelah mencari nilai skor rata-rata per-item jawaban dari 
pertanyaan dalam aspek-aspek deskripsi implementasi program inovasi 
desa yang akan dijelaskan per program yaitu program kerjasama pelayanan 
kesamsatan kemudian di golongkan pada rentang skala. Dengan cara 
mencari total score ∑X1 + ∑X2 + .... + ∑X8, jadi (∑X) =  
281+285+236......+240 = 1910  Nilai maksimum (max) untuk variabel 
implementasi program inovasi desa (∑X) diperoleh melalui = jumlah item 
pertanyaan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden dengan 
jumlah 60 responden, jadi diperoleh 8 x 5 x 60 = 2400, sedangkan nilai 
minimum (min) untuk variabel implementasi program inovasi desa (∑X) 
diperoleh melalui jumlah item pertanyaan dikalikan nilai terendah 
dikalikan jumlah responden, jadi diperoleh  8 x 1 x 60 = 480 
Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai 
minimum= 2400 – 480 = 1920  , selanjutnya dengan mengetahui range 
nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) 
pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran = 1920 / 5 = 384, 





kategori program inovasi desa ya ke 3 yaitu program kerjasama pelayanan 
kesamsatan yaitu dapat dijelaskan dibawah ini : 
Tabel 5.37 
Hasil Rentang Skala untuk Program Kerjasama Pelayanan 
Kesamsatan 
Rentang Skala (RS) Kriteria 
2016 - 2400 Sangat Baik 
1632 - 2016 Baik 
1248 - 1632 Kurang Baik 
864 - 1248 Tidak Baik 
480 - 864 Sangat Tidak Baik 
Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2019 
Total skor perolehan data (∑X) yaitu  1910, maka implementasi di 
program kerjasama pelayanan kesamsatan Desa Grinting kriterianya 
“Baik”. 
V.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Program Inovasi Desa 
Tahun 2018 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa 
Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
Hasil dari jawaban responden mengenai “ implementasi program 
inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan pembangunan desa” dari 
perolehan data 25 jawaban item pertanyaan terhadap 60 responden, maka 





Inovasi Desa”, Sebelumnya dicari nilai rata-rata rentang skala per item 
jawaban dalam indikator. Dengan cara sebagai berikut : 
 Skor terendah = Bobot Terendah x Jumlah Sampel = 
1       x  60  =  60 
 Skor Tertinggi = Bobot Tertinggi x Jumlah Sampel =  
5        x  60  = 300 
Untuk menentukan rentang skala yang menggunakan rumus : 




(Sumber : Sugiyono, 2011:99) 
Dimana : n = Jumlah Sampel 
   m = Jumlah alternative tiap jawaban item  



















a. Hasil Rentang Skala 
Sehingga akan terbentuklah tabel hasil rentang skala sebagai berikut : 
Tabel 5.38 
Rentang Skala 
No Rentang Skala (RS) Kriteria 
1. 252 - 300 Sangat Baik 
2. 204 - 252 Baik 
3. 156 - 204 Kurang Baik 
4. 108 - 156 Tidak Baik 
5. 60 - 108 Sangat Tidak Baik 
          Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2019 
Tabel 5.39 
Hasil Rentang Skala Jawaban Kesesuaian Program Inovasi Desa dengan 
Potensi 









1. Tingkat kesesuaian 
kegiatan pengolahan 
aneka ikan bandeng 
dengan potensi yang ada 
di Desa Grinting 
247 204 - 252 Baik 





Wisata Mangrove Alas 
Jaran dengan potensi 
yang ada di Desa 
Grinting 
baik 







281 252 - 300 Sangat 
baik 
Sumber : Rekapitulasi Angket Kesesuaian Program Inovasi Desa dengan Potensi 
 
Tabel 5.40 
Hasil Rentang Skala Jawaban Tujuan Program Inovasi Desa  







4. Manfaat kegiatan 










5. Manfaat kegiatan Wisata 




157 156 - 204 Kurang 
Baik 
6. Manfaat program 
kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) bagi 
masyarakat Desa Grinting 




7. Pengadaan pelatihan dari 
Pemerintah Desa Grinting 
pada tahun 2018 untuk 
masyarakat Desa Grinting 
khususnya dalam kegiatan 
pengolahan ikan bandeng  
123 108 - 156 Tidak 
Baik 












Hasil Rentang Skala Jawaban Koordinasi Program Inovasi Desa 








8.  Keterlibatan stake holder 
di kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
9.   Keterlibatan stake holder 
di Wisata Mangrove Alas 
Jaran dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
10.  Keterlibatan stake holder 
program kerja sama 
pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 
236 204 - 252 Baik 
11.  Pengkoordinasian 
instansi-instansi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
















di Desa Grinting 
 12.  Pengkoordinasian 
instansi-instansi di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 
200 156 - 204 Kurang 
Baik 
 13. Pengkoordinasian 
instansi-instansi di program 
kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
 






Hasil Rentang Skala Jawaban Pemantauan (monitoring), evaluasi dan 
pelaporan program inovasi Desa 











14.  Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
15.  Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
Wisata Mangrove Alas Jaran 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
190 156 - 204 Kurang 
Baik 
16. Pelaksanaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
 





17. Penindaklanjutan masalah 
dari hasil pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di 
kegiatan pengolahan ikan 
bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
62 60 - 108 Sangat 
Tidak 
Baik 
18.  Penindaklanjutan 
masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program 
inovasi desa  di  Desa 
Grinting 
62 60 - 108 Sangat 
Tidk Baik 
19.   Penindaklanjutan 
masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di program 
kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting 
212 204 - 252 Baik 
20.  Pencarian solusi hasil 
dari pemantauan (monitoring) 






dan evaluasi di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
Baik 
21.  Pencarian solusi hasil 
dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di Wisata 
Mangrove Alas Jaran dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 
66 60 - 108 Sangat 
Tidak 
Baik 
22. Pencarian solusi hasil dari  
pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi di program 
kerjasama pelayanan ( pajak 
kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 
212 204 - 252 Baik 
23.  Pelaporan pertanggung 
jawaban di kegiatan 
pengolahan ikan bandeng 
dalam program inovasi desa 
di Desa Grinting 
240 204 - 252 Baik 





Sumber : Rekapitulasi Pemantauan( monitoring), evaluasi dan pelaporan PID. 
Setelah mencari nilai skor rata-rata per-item jawaban dari 
pernyataan masing-masing aspek-aspek deskripsi kemudian di golongkan 
pada rentang skala, maka direkapitulasi keseluruhan hasil dari hasil aspek-
aspek di dalam ruang lingkup implementasi program inovasi Desa, 
meliputi kesesuaian program inovasi Desa dengan potensi, tujuan program 
inovasi desa, koordinasi program inovasi desa, Pemantauan(monitoring), 
evaluasi dan pelaporan untuk menguji variable “implementasi program 
inovasi desa”. Dengan cara mencari total score ∑X1 + ∑X2 + .... + ∑X25, 
jadi (∑X) =  247+263+281+145+......+240 = 4741   Nilai maksimum (max) 
untuk variabel implementasi program inovasi desa (∑X) diperoleh melalui 
jumlah item pernyataan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah 
responden, jadi diperoleh 25 x 5 x 60 = 7500, sedangkan nilai minimum 
jawaban di Wisata Mangrove 
Alas Jaran dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting  
 25.   Pelaporan pertanggung 
jawaban di kegiatan program 
kerjasama pelayanan 
kesamasatan (pajak 
kendaraan bermotor) dalam 
program inovasi desa di Desa 
Grinting 





(min) untuk variabel implementasi program inovasi desa (∑X) diperoleh 
melalui = jumlah item pernyataan dikalikan nilai terendah dikalikan 
jumlah responden, jadi diperoleh 25 x 1 x 60 =  1500. 
Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai 
minimum= 7500 – 1500 = 6000   , selanjutnya dengan mengetahui range 
nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) 
pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran = 6000 / 5 = 1200 , 
Rentang Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentang penilaian dalam 
kategori “Implementasi Program Inovasi Desa” yang ditentukan dalam 
standar derajat penilaian berikut : 
Tabel 5.43 
Rentang Skala Variabel “Implementasi Program Inovasi Desa” 
Rentang Skala (RS) Kriteria 
6300 - 7500 Sangat Baik 
5100 - 6300 Baik 
3900 - 5100 Kurang Baik 
2700 - 3900 Tidak Baik 
1500 - 2700 Sangat Tidak Baik 
Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2019 
Total skor perolehan data terhadap variabel “Implementasi Program 
Inovasi Desa” (∑X) yaitu 4741 Dengan menggunakan rentang skala maka 
dapat dilihat dari aspek-aspek deskripsi di dalam implementasi program 





tujuan program inovasi desa, koordinasi program inovasi desa, pemantauan 
(monitoring), evaluasi dan pelaporan program inovasi desa, maka dapat 
ditarik kesimpulan mengenai variabel “Implementasi Program Inovasi 
Desa” berada pada kategori “Kurang Baik”  antara lain sebagai berikut :  
a. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat diambil kesimpulan dari 
variabel “Implementasi Program Inovasi Desa” dilihat dari aspek 
deskripsi yang pertama yaitu kesesuaian program inovasi desa dengan 
potensi dari 60 responden dengan melihat dari jumlah skor : 
Pertanyaan 1 dengan skor 247 kriteria baik, pertanyaan 2 dengan skor 
263 kriteria baik, pertanyan 3 dengan skor 281 kriteria sangat baik. 
b. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat diambil kesimpulan dari 
variabel “Implementasi Program Inovasi Desa” dilihat dari aspek 
deskripsi kedua yaitu tujuan program inovasi desa dari 60 responden 
dengan melihat dari jumlah skor :  
Pertanyaan 4 dengan skor 145 kriteria kurang baik, pertanyaan 5 dengan 
skor 157 kriteria kurang baik, pertanyaan 6 dengan skor 285 kriteria 
sangat baik, pertanyaan 7 dengan skor 123 kriteria tidak baik.  
c. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat diambil kesimpulan dari 
variabel “Implementasi Program Inovasi Desa” dilihat dari aspek 
deskripsi ketiga yaitu koordinasi program inovasi desa dari 60 responden 
dengan melihat dari jumlah skor: 
Pertanyaan 8 dengan skor 190 kriteria kurang baik, pertanyaan 9  





kriteria baik, pertanyaan 11 dengan skor 200 kriteria kurang baik, 
pertanyaan 12 dengan skor 200 kriteria kurang baik, pertanyaan 13 
dengan skor 232 kriteria baik. 
d. Berdasarkan tabel rentang skala maka dapat diambil kesimpulan dari 
variabel “Implementasi Program Inovasi Desa” dilihat dari aspek 
deskripsi keempat yaitu pemantauan (monitoring), evaluasi dan 
pelaporan dari 60 responden dengan melihat dari jumlah skor : 
Pertanyaan 14 dengan skor 190 kriteria kurang baik, Pertanyaan 15 
dengan skor 190 kriteria kurang baik, pertanyaan 16 dengan skor 212 
kriteria baik, pertanyaan 17 dengan skor 62 kriteria sangat tidak baik, 
pertanyaan 18 dengan skor 62 kriteria sangat tidak baik, pertanyaan 19 
dengan skor 212 kriteria baik, pertanyaan 20 dengan skor 66 kriteria 
sangat tidak baik, pertanyaan 21 dengan skor 66 kriteria sangat tidak 
baik, pertanyaan 22 dengan skor 212 kriteria baik, pertanyaan 23 dengan 
skor 240 kriteria baik, pertanyaan 24 dengan skor 240 kriteria baik, 
pertanyaan 25 dengan skor 240 kriteria baik. 
4 indikator yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kesesuaian 
program inovasi desa dengan potensi, tujuan program inovasi desa, 
koordinasi program inovasi desa, pemantauan (monitoring), evaluasi dan 
pelaporan program inovasi desa. Hasil penelitian ini yang diperoleh dari 
data responden melalui kuesioner sejalan dengan hasil yang diperoleh 
dari informan melalui hasil wawancara. Dengan menggunakan rentang 





implementasi program inovasi desa yang akan ditarik kesimpulan berada 
pada kriteria “Kurang Baik”.  
V.2.3 Kendala-Kendala Implementasi Program Inovasi Desa dalam 
Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes 
Kendala-kendala yang ditemukan di dalam implementasi program 
inovasi desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara lain : 
Kendala implementasi program inovasi desa dapat dilihat dari faktor 
eksternal kebijakan yaitu : 
1. Untuk kendala pertama di program kegiatan pengolahan ikan bandeng 
belum bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 
untuk produk olahan ikan bandeng di pemasaranya masih rendah, dilihat 
dari nilai jual yang mahal dan kurangnya perencanaan strategi 
pemasaran.  
Kendala kedua ketidaktepatan memilih masyarakat yang diberi pelatihan 
pengolahan ikan bandeng karena tidak melibatkan masyarakat pelaku 
ekonomi yang bermata pencaharian sebagai petani tambak. 
Kendala ketiga karena belum ada dukungan dan koordinasi dari 
Pemerintah Desa dan Dinas terkait sehingga untuk pengembangan 





2. Untuk kendala di Wisata Mangrove Alas Jaran merupakan rintisan awal, 
jadi masih kurangnya sarana prasarana dan fasilitas-fasiitas yang 
tersedia, belum dikelola dengan baik karena masih kurangnya anggaran 
dana yang tersedia. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya peran dan 
kerjasama dari Pemerintah Desa Grinting, Pemerintah Daerah dan Dinas 
terkait dalam pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut untuk Wisata 
Mangrove Alas Jaran Desa Grinting. 
V.2.4  Solusi yang dilakukan Pemerintah yang berkaitan dengan Implementasi 
Program Inovasi Desa 
Solusi yang perlu dilakukan dalam implementasi program inovasi desa agar 
terlaksana dengan baik yaitu : 
Solusi untuk program kegiatan pengolahan ikan bandeng : 
1. Harus ada kontribusi dari pemerintah untuk bantuan promosi termasuk 
menyusun strategi pemasaran dengan bekerjasama dengan retail 
perbelanjaan seperti di minimarket dan swalayan dengan berkoordinasi 
dengan Dinas UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perikanan 
Kabupaten Brebes. 
2. Pemerintah Desa untuk mengefektifkan kegiatan yang bersifat inovatif. 
Masyarakat pelaku ekonomi yang bermata pencaharian sebagai petani 
tambak ikan bandeng dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan pengolahan 
ikan bandeng agar dapat meningkatkan nilai jual produk 





3. Pemerintah Daerah memasukan rencana pembangunan yang matang 
untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting untuk pengembangan 
yang lebih serius. Selanjutnya perlu kerjasama dengan Dinas Pariwisata 
Kabupaten Brebes dan mengundang investor. Lalu meningkatkan 
strategi pemasaran yang sifatnya regional dan nasional agar Wisata 
Mangrove Alas Jaran Desa Grinting  lebih terkenal dan banyak yang 
mengunjungi. 
V.3 Pembahasan Penelitian  
Program inovasi desa pada dasarnya adalah program untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kapasitas desa dan 
pembangungan desa yang berkualitas. Secara teori program inovasi desa 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun fakta yang ada di 
Desa Grinting Kecamatan Brebes impementasi program pengolahan ikan 
bandeng dan Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting belum bermanfaat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilihat pada 
aspek deskripsi tujuan program inovasi desa kriterianya “Kurang Baik” 
untuk lebih jelasnya terletak pada pada halaman 144. Ada beberapa faktor-
faktor kebijakan yang menjadi kendala dalam permasalahan yang dapat 










Faktor internal dan Faktor Ekternal pada Implementasi 
Program Inovasi Desa 
 
Faktor 
Program Inovasi Desa 
Program Pengolahan Ikan 
Bandeng 
Wisata Mangrove Alas 









1. Belum bermanfaat untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
karena untuk produk 
olahan ikan bandeng di 
pemasaranya masih 
rendah, dilihat dari nilai 
jual yang mahal dan 
kurangnya perencanaan 
strategi pemasaran.  
 
1. Wisata Mangrove Alas 
Jaran merupakan rintisan 
awal, jadi masih kurangnya 
sarana prasarana dan 
fasilitas-fasiitas yang 
tersedia, belum dikelola 
dengan baik karena masih 
kurangnya anggaran dana 
yang tersedia. 
 2. Ketidaktepatan memilih 
masyarakat yang diberi 
pelatihan pengolahan ikan 
bandeng karena tidak 
melibatkan masyarakat 
pelaku ekonomi yang 
bermata pencaharian 
sebagai petani tambak. 
2. Kurangnya peran dan 
kerjasama dari Pemerintah 
Desa Grinting, Pemerintah 
Daerah dan Dinas terkait 
dalam pengembangan dan 
pengelolaan lebih lanjut 
untuk Wisata Mangrove 





Jadi, belum ada 
peningkatan nilai jual dari 
ikan bandeng tersebut 





 3. Belum ada dukungan dan 
koordinasi dari 
Pemerintah Desa dan 
Dinas terkait sehingga 
untuk pengembangan 
kegiatannya terhambat.  
 
 
 Sumber : Data primer yang sudah diolah pada tahun 2019 
Solusi yang perlu dilakukan dalam implementasi program inovasi desa agar 
terlaksana dengan baik yaitu : 
Solusi untuk program kegiatan pengolahan ikan bandeng : 
1. Harus ada kontribusi dari pemerintah untuk bantuan promosi termasuk 
menyusun strategi pemasaran dengan bekerjasama dengan retail 
perbelanjaan seperti di minimarket dan swalayan dengan berkoordinasi 
dengan Dinas UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perikanan 
Kabupaten Brebes. 
2. Pemerintah Desa untuk mengefektifkan kegiatan yang bersifat inovatif. 





tambak ikan bandeng dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan pengolahan 
ikan bandeng agar dapat meningkatkan nilai jual produk 
Solusi untuk kendala Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting : 
3. Pemerintah Daerah memasukan rencana pembangunan yang matang 
untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting untuk pengembangan 
yang lebih serius. Selanjutnya perlu kerjasama dengan Dinas Pariwisata 
Kabupaten Brebes dan mengundang investor. Lalu meningkatkan 
strategi pemasaran yang sifatnya regional dan nasional agar Wisata 






BAB VI  
PENUTUP 
IV.I   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan mengenai 
Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 dalam Meningkatkan 
Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aspek-aspek deskripsi implementasi program inovasi desa dilihat 
dari kesesuaian program inovasi desa, tujuan program inovasi desa, 
koordinasi program inovasi desa, pemantauan (monitoring), evaluasi 
dan pelaporan dari 60 responden menyatakan implementasi program 
inovasi berjalan kurang baik. Kesimpulan implementasi ini dilihat 
dari tiap indikator yang kemudian ditotalkan lagi menggunakan 
rumus Rentang Skala (RS) yang dapat dibuktikan hasil 
perhitungannya pada halaman 152 didapatkan hasil 4741 
memperlihatkan bahwa skor tersebut berada di dalam kategori 
“Kurang Baik”. Kategorinya yang kurang baik dapat dilihat pada 
aspek deskripsi tujuan program inovasi desa yaitu di program 
pengolahan ikan bandeng dan Wisata Mangrove Alas Jaran Desa 






2. Kendala dan solusi pada implementasi program inovasi desa tahun 
2018 dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes  
a. Kendala pada implementasi program inovasi desa tahun 2018 
dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grinting 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes  
Kendalanya dapat dilihat pada faktor eksternal kebijakan yang 
dapat dijelaskan dibawah ini antara lain : 
Untuk kendala pertama di program kegiatan pengolahan 
ikan bandeng yaitu belum bermanfaat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat karena untuk produk olahan ikan 
bandeng di pemasaranya masih rendah, dilihat dari nilai jual yang 
mahal dan kurangnya perencanaan strategi pemasaran.  
Kendala kedua ketidaktepatan memilih masyarakat yang 
diberi pelatihan pengolahan ikan bandeng karena tidak 
melibatkan masyarakat pelaku ekonomi yang bermata 
pencaharian sebagai petani tambak. Jadi, belum ada peningkatan 
nilai jual dari ikan bandeng tersebut yang artinya belum bisa 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Kendala ketiga karena belum ada dukungan dan koordinasi 
dari Pemerintah Desa dan dinas terkait sehingga untuk 





Untuk kendala keempat yaitu di Wisata Mangrove Alas 
Jaran merupakan rintisan awal, jadi masih kurangnya sarana 
prasarana dan fasilitas-fasiitas yang tersedia, belum dikelola 
dengan baik karena masih kurangnya anggaran dana yang 
tersedia. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya peran dan 
kerjasama dari Pemerintah Desa Grinting, Pemerintah Daerah dan 
Dinas terkait dalam pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut 
untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting. 
b. Solusi yang perlu dilakukan Pemerintah dalam implementasi 
program inovasi desa tahun 2018 dalam meningkatkan 
pembangunan desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes yaitu : 
 Solusi Pemerintah untuk mengatasi kendala pada program 
kegiatan pengolahan ikan bandeng: 
Harus ada kontribusi dari pemerintah untuk ada bantuan 
promosi termasuk menyusun strategi pemasaran dengan 
bekerjasama dengan retail perbelanjaan seperti minimarket dan 
swalayan dengan berkoordinasi dengan Dinas UMKM dan Dinas 
Perindustrian dan Perikanan Kabupaten Brebes. 
Pemerintah Desa untuk mengefektifkan kegiatan yang 
bersifat inovatif. Masyarakat pelaku ekonomi yang bermata 





dalam pelatihan-pelatihan pengolahan ikan bandeng agar dapat 
meningkatkan nilai jual produk. 
 Solusi untuk mengatasi kendala Wisata mangrove Alas Jaran 
Desa Grinting: 
Pemerintah Daerah memasukan rencana pembangunan 
yang matang untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting 
untuk pengembangan yang lebih serius, selanjutnya perlu 
kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes dan 
mengundang investor. Lalu meningkatkan strategi pemasaran 
sifatnya regional dan nasional agar Wisata Mangrove Alas Jaran 
Desa Grinting  lebih terkenal dan banyak yang mengunjungi.  
IV.I Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan 
rekomendasi (saran) sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan penjualan produk olahan ikan bandeng, 
hendaknya dipromosikan melalui sosial media dan e-commerce, 
demi mengimbangi promosi fisik yang telah dilakukan. Salah satu 
upaya untuk bertahan terhadap daya saing pasar luas yaitu dengan 
memuat informasi tentang produk melalui pemanfaatan berbagai 
media online. Peluang pasar menjadi lebih luas sehingga dapat 
meningkatkan penjualan. 
2. Perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Desa Grinting 





Alas Jaran agar lebih dikenal dan banyak yang mengunjungi 








Abdul Wahab, Solichin . 2002 . Analisis Kebijaksanaan, “dari Formulasi ke 
Implementasi Kebijaksanaan Negara”. Jakarta: Bumi Aksara 
 
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu: 
Yogyakarta 
 
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, 
Tipologi,Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Graha Ilmu: 
Yogyakarta 
 
Afni, Frida. 2013 . Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk 
Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Skripsi. Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial.  Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau: Pekanbaru 
 
Agustino, Leo . 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 
 
Baleke. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di Kabupaten Nunukan. Skripsi. Program Pascasarjana. 
Universitas Terbuka: Jakarta 
 
Christina, Maria. 2017. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan 
Pembangunan Desa di Kecamatan Kalijero Kabupaten Lampung 
Tengah. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas: 
Lampung 
 
Dunn, William N. 2000 . Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press 
 
Moleong, Lexy . 2004 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya 
 
Nugroho, Riant . 2003. Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi dan 





Prayoga, Agryan Wahyu.  2014. Implementasi Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang 
Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Skripsi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa: Serang 
 
Putri, Sarah Nuramalia. 2017 . Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 
(studi kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten 
Temanggung). Skripsi . Fakultas Ekonomika Bisnis. Universitas 
diponegoro: Semarang 
 
Soebarsono, AG . 2005 . Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi” 
. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Sugiyono. 2013 . Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta 
 
Sugiyono. 2016 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: 
Alfabeta 
 
Wahyudin. 2018 . Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di 
Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Skripsi. 
Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin: Semarang 
 
Winarno, Budi. 2014 . Kebijakan Publik, “Teori, Proses, dan Studi Kasus” . 
Yogyakarta: CAPS 
 
Undang - Undang 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Transmigrasi Republik Indonesia No 




diakses pada tanggal 4 januari 2019 pukul 12.47 WIB. 
http://www.berdesa.com/apa-program-inovasi-desa-2017-jawabannya/  
diakses pada tangggal 1 Januari 2019 pukul 11.30 WIB. 
https://www.antaranews.com/berita/761632/mendes-program-inovasi-desa-bantu-


























Judul Penelitian :  Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 Dalam 
Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes 
A. Identitas Responden  
Nama            : 
Jenis Kelamin          :          Laki-laki         Perempuan 
Umur           :        Tahun 
Pendidikan  Terakhir      :           SD         SMP          SMA/ SM         Sarjana (S1/S2)  
    Lainnya 
Pekerjaan Utama          PNS/TNI/POLRI         Pegawai Swasta       Ibu RT 
            Wirausaha               Petani/Nelayan           Lainnya 
     Pelajar/Mahasiswa        
B. Petunjuk pengisian Kuisioner  
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh tingkat 
strata 1 (S1) program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Pancasakti Tegal. 
Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan kuesioner yang 
telah disiapkan oleh peneliti dengan memberikan tanda silang pada salah satu pilihan 
ganda yang tersedia. Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung pada 
kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan 
jawaban dengan lengkap, jujur dan benar. 




a. Kesesuaian Program Inovasi Desa dengan Potensi 
1. Apakah program kegiatan pengolahan aneka ikan bandeng sudah sesuai 
potensi yang ada di Desa Grinting ? 
a. Sangat sesuai    d.  Kurang sesuai 
b. Sesuai     e.  Tidak sesuai 
c. Ragu-ragu 
2. Apakah Wisata Mangrove “Alas Jaran” sudah sesuai potensi yang ada di 
Desa Grinting ? 
a. Sangat sesuai    d.  Kurang sesuai 
b. Sesuai     e.  Tidak sesuai 
c. Ragu-ragu 
3. Apakah pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) sudah sesuai 
kebutuhan Masyarakat Desa Grinting ? 
a. Sangat sesuai    d.  Kurang sesuai 
b. Sesuai     e.  Tidak sesuai 
c. Ragu-ragu 
b. Tujuan Program Inovasi Desa 
4. Apakah program kegiatan pengolahan aneka ikan bandeng bermanfaat 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting ? 
a. Sangat bermanfaat   d.  Kurang bermanfaat 





5. Apakah Wisata Mangrove Alas Jaran bermmanfaat terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting ? 
a. Sangat meningkatkan   d.  Kurang meningkatkan 
b. Meningkatkan    e.  Tidak meningkatkan  
c. Ragu-ragu 
6. Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) bermanfaat bagi masyarakat Desa Grinting ? 
a. Sangat bermanfaat   d.  Kurang bermanfaat 
b. Bermanfaat    e.  Tidak bermanfaat 
c. Ragu-ragu 
Cara Mencapai Tujuan 
7. Apakah Pemerintah Desa Grinting pada tahun 2018 mengadakan 
pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Desa Grinting khususnya dalam 
kegiatan pengolahan ikan bandeng ? 
a. Selalu mengadakan   d.  Jarang mengadakan 
b. Pada umumnya    e.  Tidak pernah mengadakan 
c. Tidak tentu 
c. Koordinasi Program Inovasi Desa 
8. Apakah Program kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah melibatkan stake holder 
(Pemerintah Desa, masyarakat, pendamping Desa, pendamping lokal 
Desa, dan tim inovasi Desa) ? 
  
 
a. Selalu melibatkan   d. Jarang melibatkan 
b. Pada umumnya   e. Tidak pernah melibatkan 
c. Tidak tentu 
 
9. Apakah Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi desa di 
Desa Grinting sudah melibatkan stake holder (Pemerintah Desa, 
masyarakat, pendamping Desa, pendamping lokal Desa, dan tim inovasi 
Desa) ? 
a. Selalu melibatkan   d. Jarang melibatkan 
b. Pada umumnya   e. Tidak pernah melibatkan 
c. Tidak tentu 
10. Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah 
melibatkan stake holder (Pemerintah Desa, masyarakat, pendamping 
Desa, pendamping lokal Desa, dan tim inovasi Desa) ? 
a. Selalu melibatkan   d. Jarang melibatkan 
b. Pada umumnya   e. Tidak pernah melibatkan 
c. Tidak tentu 
11. Apakah program kegiatan pengolahan ikan bandeng sudah 
berkoordinasi dengan instansi-instansi ? 
a. Selalu berkoordinasi   d.  Jarang berkordinasi 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah berkoordinasi  
c. Tidak tentu 
  
 
12. Apakah program Wisata Mangrove Alas Jaran Desa Grinting sudah 
berkoordinasi dengan instansi-instansi ? 
a. Selalu berkoordinasi   d.  Jarang berkordinasi 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah berkoordinasi  
c. Tidak tentu 
13. Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi ? 
a. Selalu berkoordinasi   d.  Jarang berkordinasi 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah berkoordinasi  
c. Tidak tentu 
d. Pemantauan (Monitoring), Evaluasi dan Pelaporan  Program Inovasi 
Desa 
14. Apakah program kegiatan pengolahan ikan bandeng dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting sudah melaksanakan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi di setiap kegiatannya ? 
a. Selalu melaksanakan   d.  Jarang melaksanakan 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah melaksanakan 
c. Tidak tentu 
15. Apakah program Wisata Mangrove Alas Jaran dalam program inovasi 
desa di Desa Grinting sudah melaksanakan pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di setiap kegiatannya ? 
a. Selalu melaksanakan   d.  Jarang melaksanakan 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah melaksanakan 
  
 
c. Tidak tentu 
16. Apakah program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan 
bermotor) dalam program inovasi desa di Desa Grinting sudah 
melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi di setiap 
kegiatannya ? 
a. Selalu melaksanakan   d.  Jarang melaksanakan 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah melaksanakan 
c. Tidak tentu 
17. Apakah ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi  di program kegiatan pengolahan 
ikan bandeng ? 
a. Selalu ditindaklanjuti   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah ditindaklanjuti 
c. Tidak tentu 
18. Apakah ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi  di Wisata Mangrove Alas Jaran 
Desa Grinting ? 
a. Selalu ditindaklanjuti   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah ditindaklanjuti 
c. Tidak tentu 
19. Apakah ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah dari hasil 
pemantauan (monitoring) dan evaluasi  di program kerjasama pelayanan 
kesamsatan (pajak kendaraan bermotor)? 
  
 
a. Selalu ditindaklanjuti   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah ditindaklanjuti 
c. Tidak tentu 
20. Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di program kegiatan pengolahan ikan bandeng ditemukan 
masalah ? 
a. Selalu disolusikan   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah disolusikan  
c. Tidak tentu 
21. Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di Wisata Mangrove Alas Jaran ditemukan masalah ? 
a. Selalu disolusikan   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah disolusikan  
c. Tidak tentu 
22. Apakah ada pencarian solusi apabila hasil dari pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi di program kerjasama pelayanan kesamsatan (pajak 
kendaraan bermotor) ditemukan masalah ? 
a. Selalu disolusikan   d.  Jarang ditindaklanjuti 
b. Pada umumnya   e.  Tidak pernah disolusikan  
c. Tidak tentu 
23. Apakah ada laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan pengolahan 
ikan bandeng program inovasi desa di Desa Grinting?” 
a. Selalu ada    d.  Jarang 
  
 
b. Pada umumnya   e.  Tidak ada 
c. Tidak tentu 
24. Apakah ada laporan pertanggung jawaban untuk Wisata Mangrove Alas 
Jaran program inovasi desa di Desa Grinting? 
a. Selalu ada    d.  Jarang 
b. Pada umumnya   e.  Tidak ada 
c. Tidak tentu 
25. Apakah ada laporan pertanggung jawaban untuk program kerjasama 
pelayanan kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) dalam program 
inovasi desa di Desa Grinting? 
a. Selalu ada    d.  Jarang 
b. Pada umumnya   e.  Tidak ada 














A. Kegiatan Pengolahan Ikan Bandeng 
1. Apakah faktor utama yang menjadi kendala dari kurangnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat untuk kegiatan pengolahan ikan bandeng ? 
2. Kenapa olahan ikan bandeng di pemasarannya kurang laku ? faktor apa ya 
yang menyebabkan seperti itu? 
3. Untuk pemasaran olahan ikan bandeng sekarang dimana saja ? 
4. Harga olahan ikan bandeng dari yang paling murah sampai paling mahal 
berapa? 
5. Pelaksana dari kegiatan pengolahan ikan bandeng itu siapa ? 
6. Bagaimana tahap awal terbentuknya kegiatan pelatihan pengolahan ikan 
bandeng di Desa Grinting ? 
7. Kenapa yang diikutsertakan tidak langsung ke masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai petani tambak ikan bandeng? 
8. Dilakukan berapa kali untuk pelatihan kegiatan pengolahan ikan bandeng di 
Desa Grinting ? 
9. Apakah petani tambak diikutsertakan di pelatihan-pelatihan pengolahan 
ikan bandeng ? 






B. Wisata Mangrove Alas Jaran 
1. Kenapa kegiatan Wisata Mangrove alas jaran belum menyentuh 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting ? 
2. Sudah berapa lama Wisata Mangrove Alas Jaran didirikan ? 
3. Apa sajakah kendala utama untuk Wisata Mangrove Alas Jaran Desa 
Grinting ? 
4. Apakah sudah berkoordinasi dengan dinas untuk pengembangan lebih lanjut 
? 
5. Untuk pendapatan dari hasil Wisata Mangrove Alas Jaran dikemanakan ? 
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